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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah
Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”
ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan
literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta
mengetahui dan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals
(SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan
pendekatan Participatory Rural Appracial (PRA). Adapun teknik pengumpulan
data dengan wawancara dengan informan baik secara langsung atau media online,
observasi langsung pada tempat informan, dokumentasi yang berupa data pada
Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Tulungagung dan literasi keuangan
syariah sebagai pelengkap hasil penelitian.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi
data dengan menggolongkan informan yang mana merupakan keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI), display data dengan mengumpulkan informasi dari
informan berupa literasi keuangan syariah dalam pemanfaatan remitansi sehingga
dapat ditarik kesimpulan, yang terakhir adalah kesimpulan dan verifikasi yang
mana memunculkan temuan baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung berdasarkan analisis komponen-konponen
literasi keuangan syariah yang mana menghasilkan 28,6% dari informan
mempunyai tingkat literasi keuangan syariah yang masih tergolong rendah atau less
literate, sedangkan 71,4% dari informan tidak mempunyai literasi keuangan syariah
atau not literate. Selain itu, tingkat literasi keuangan syariah sangat penting dalam
mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mana terdapat tiga
tujuan yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang
layak serta pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) lebih terampil dalam mengelola dana remitansi serta
meningkatkan pengetahuan dan menggunakan produk lembaga keuangan syariah
demi memajukan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Remitansi, Pekerja Migran
Indonesia (PMI), Sustainable Development Goals (SDGs)
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BAB |
PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fenomena alam yang
saat ini banyak terjadi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pada BAB
I ini, peneliti akan mengungkapkan hal yang melatarbelakangi banyaknya Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta
tingkat literasi keuangan syariah pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI),
sehingga dapat memunculkan rumusan masalah yang selanjutnya dapat dilakukan
analisis oleh peneliti. Dalam analisis penelitian ini menggunakan beberapa tahapan
penelitian dan metode penelitian untuk menjawab semua rumusan masalah yang
ada. Peneliti juga mengembangkan studi literatur dari riset yang telah ada

sebelumnya sebagai pendukung penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam
mempunyai banyak potensi. Salah satu potensi yang menjadi andalan
penduduk Indonesia adalah usaha-usaha di sektor pertanian dan nelayan.
Selain bertumpu pada sektor extraktif alam, penduduk Indonesia juga
menekuni pekerjaan kantoran, pabrik, pertambangan, konstruksi, bidang
pendidikan, perdagangan, ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Hal
tersebut mempengaruhi dinamika perekonomian masyarakat. Usaha-usaha
dilakukan untuk meningkatkan pendapatan karena tuntutan kebutuhan
hidup menjadikan seseorang lebih giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari.



Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surah At-Taubah 9 Ayat

105, Allah swt berfirman:

5 ol o aghas s iabdls A3 K2 B0 a1 5
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Wa quli'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhy, wal-mu minun, wa
saturadduna ila 'alimil-gaibi wasy-syahadati fa yunabbi ' ukum bima kuntum
ta'malun

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah swt dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah swt) Yang Mengetahui apa yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-
Taubah: 105)

Berdasarkan Quran Surah At-Taubah 9 Ayat 105 menjelaskan
tentang anjuran untuk bekerja bagi setiap mukmin. (Dan katakanlah) kepada
mereka atau kepada manusia secara umum (Bekerjalah kalian) sesuka hati
kalian (maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan
dari kubur (kepada Yang Mengetahui alam gaib dan alam nyata) yakni Allah
(lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.") lalu Dia
akan membalasnya kepada kalian.

Menurut Wafirotin (2016:17), pertumbuhan ekonomi menjadi salah
satu indikator keberhasilan suatu bangsa, apabila masyarakat yang ada
didalamnya jauh dari kata kemiskinan. Sejak terjadi krisis moneter pada
tahun 1997 hingga 1998 terjadi perubahan dalam pasar kerja di Indonesia.
Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga terjadi peningkatan

pengangguran yang merata diberbagai daerah. Seperti halnya masyarakat



yang semula mempunyai pekerjaan formal dapat berubah menjadi pekerja
informal. Sehingga apapun pekerjaan yang mereka lakukan diharapkan
dapat memenuhi kebutuhannya. Pada sektor informal merasa kewalahan
dan tidak bisa menampung semua tenaga kerja. Hingga pada akhir tahun
2006, sekitar 11% penduduk lebih banyak yang menganggur.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan hingga saat ini masih
menjadi perhatian utama disetiap negara di dunia khususnya negara-negara
berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang mana
menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antara yang
satu dengan lainnya. Dilihat dari sudut pandang positif, tenaga kerja
merupakan salah satu sumber daya yang berpengaruh dalam mendorong
pertumbuhan dan kemajuan perekonomian suatu negara. Namun disisi lain,
meningkatnya tenaga kerja justru sering kali menjadi persoalan ekonomi
yang sulit diselesaikan oleh pemerintah. Dampak dari jumlah penduduk
yang meningkat yaitu kurangnya peran pemerintah dalam menyediakan
lapangan pekerjaan sehingga tidak ada tenaga kerja yang terserap,
konsekuensinya yaitu terciptanya pengangguran (Ahmad Solehl, 2017).

Saat ini, permasalahan bangsa dan tingginya angka pengangguran,
pemanfaatan potensi sumber daya pada era bonus demografi semakin
ditingkatkan. Era bonus demografi seperti saat ini ditandai dengan semakin
naiknya jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia. Hal tersebut dapat
menjadi peluang atau tantangan bagi Indonesia untuk membangun

Indonesia menjadi lebih maju (Rahman, 2019). Untuk mencegah potensi



dari ancaman bonus demografi yang ada, maka pemerintah harus benar-
benar memperhatikan Indeks Pembangunan Manusia dalam setiap anggaran
pemerintah yang dikeluarkan untuk masyarakat. Penanganan yang tidak
benar akan menimbulkan masalah besar yang terkait ketenagakerjaan
seperti rendahnya kualitas tenaga kerja, ketimpangan angkatan Kerja,
presentase tenaga kerja tidak memenuhi, terbatasnya peluang kerja.

Masalah ketenagakerjaan menjadi problematika besar yang terjadi
di Indonesia. Dalam konsep kependudukan, keuntungan adanya bonus
demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena semakin
besarnya jumlah penduduk usia produktif semakin besar pula pendapatan
yang didapat sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Hingga keadaan tersebut lebih dikenal sebagai jendela kesempatan
(windows of opportunity) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi
manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena banyaknya angkatan kerja.
Apabila suatu negara dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan
baik, maka negara bisa dikatakan lebih maju dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Jati, 2015:2).

Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak faktor-faktor
yang harus mendapatkan perhatian lebih. Menurut Prastya (2019), salah satu
faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu faktor
pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang urgent dalam proses
mewujudkan cita-cita setiap negara di dunia. Pendidikan juga merupakan

proses melahirkan generasi penerus yang bermutu. Menurut Widodo



(2016), pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu
mengembangkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam diri siswa
didik. Dengan adanya pendidikan bermutu dapat menghasilkan tenaga-
tenaga muda potensial yang tangguh dan siap bersaing dalam dunia yang
lebih luas.

Menurut Widodo (2016: 2-3), realita di lapangan menunjukkan
bahwa kualitas masyarakat Indonesia sebagai sumber daya yang potensial
masih jauh dari harapan. Secara praktik, pendidikan di Indonesia
menunjukkan banyak tantangan dan masalah. Sedangkan secara otomatis,
kondisi ini akan berdampak pada lulusan yang dihasilkan karena rendahnya
mutu pendidikan maka rendah pula kualitas lulusan yang dihasilkan.
Terpenuhinya pendidikan yang bermutu menyebabkan siswa akan
mendapatkan manfaat dan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga setelah
menyelesaikan pendidikannya, mereka diharapkan langsung dapat
memperoleh pekerjaan yang layak dan menciptakan lapangan kerja yang
berkualitas.

Seperti dalam Undang-Undangan Dasar Tahun 1945, BAB X Pasal
27 Ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini menunjukkan
peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak apabila didukung dengan kemampuan dan keterampilan yang baik.
Pada kenyataannya ketenagakerjaan di Indonesia masih menghadapi

masalah yang komplek, seperti tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya



lapangan pekerjaan, rendahnya produktivitas pekerja serta masih belum
maksimalnya penerapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). Hal
ini menjadi salah satu faktor mengapa orang Indonesia lebih banyak yang
bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan
bidangnya (Widodo, 2016).

Migrasi Internasional adalah salah satu pilihan yang dianggap paling
rasional meskipun mereka tahu risiko yang akan terjadi. Menurut Wafirotin
(2016), kesempatan kerja yang minim dan penghasilan yang tidak sesuai
dengan kebutuhannya, mendorong seseorang untuk mencari tambahan
penghasilan dengan bermigrasi ke luar negeri. Kebanyakan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) bekerja sebagai tenaga buruh. Hasil jerih payah yang
mereka peroleh di luar negeri akan mereka kirimkan ke pihak keluarganya
secara rutin. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab para PMI untuk
menafkahi keluarga yang ada di tanah air. Dampak dari kegiatan
mengirimkan gaji secara rutin tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan
keluarga PMI tersebut, baik digunakan untuk kebutuhan produktif maupun
konsumtif.

Akhir-akhir ini, migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah
menjadi isu nasional dikarenakan timbulnya berbagai masalah sosial,
ekonomi, politik, hukum dan hak asasi manusia. Salah satu isu yang sering
diangkat di media yaitu tentang isu ekonomi. Dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai nilai

tambah bagi bangsa Indonesia. Keberadaan Pekerja Migran Indonesia



(PMI) menyumbang kepada devisa negara dari pungutan pajak, remitansi
dan beberapa bentuk sumbangsih lainnya (Nurdin W, 2009: 34).

Sejarah telah mencatat bahwa kontribusi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dalam kemajuan ekonomi di daerah mencapai triliunan rupiah. Hal
ini terbukti dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor.
Sebaliknya, perjuangan para pahlawan devisa dalam mencari rezeki juga
menghadapi berbagai tantangan, kendala dan permasalahan yang luar biasa.
Disisi lain bagi keluarga yang ditinggalkan juga tidak lepas dari berbagai
permasalahan seperti penyalahgunaan dana yang kiriman oleh anggota
keluarga, terganggunya keharmonisan rumah tangga serta kurangnya kasih
sayang orang tua kepada anak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten
Tulungagung pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jenis Kelamin Penduduk di Kecamatan Ngantru

Jenis Kelamin
No Desa - -
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
1 | Pakel 1.612 1.546 3.158
2 | Pucung Lor 1.997 2.000 3.997
3 | Srikaton 2.609 2.655 5.264
4 | Padangan 3.184 3.191 6.375
5 | Pinggirsari 2.811 2.798 5.609
6 | Bendosari 2.611 2.548 5.159
7 | Ngantru 2.252 2.331 4.583
8 | Pulerejo 1.510 1.585 3.095
9 | Pojok 3.140 3.157 6.297
10 | Kepuhrejo 2.162 2.109 4.271
11 | Mojoagung 966 971 1.937
12 | Batokan 1.237 1.252 2.489
13 | Banjarsari 1.885 1.923 3.808
TOTAL 27.976 28.066 56.042




Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk dengan jenis kelamin
perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal tersebut juga
berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Di Kecamatan Ngantru terdapat
13 (tiga belas) desa, yang mana setiap kepala keluarga mempunyai
pekerjaan yang berbeda-beda. Adapun pekerjaan masyarakat setempat
antara lain sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, restauran, perangkat
kecamatan, perangkat desa, dan lain sebagainya. Pekerjaan yang ada di
pedesaan memang tidak selamanya dapat mendapatkan hasil yang
maksimal. Seperti halnya buruh tani yang merupakan mayoritas pekerjaan
yang banyak ditekuni oleh masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung.

Bagan 1.1 Pembagian Luas Tanah di Kecamatan Ngantru Kabupaten

Tulungagung

Pembagian Luas Tanah Di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung

Banjarsari
Batokan
Mojoagung
Kepuhrejo
Pojok
Pulerejo
Ngantru
Bendosari
Pinggirsari
Padangan
Srikaton
Pucung Lor
Pakel

J

10,0 60,0 110,0 160,0 210,0 260,0
® | uas Tanah Kering = Luas Sawah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Berdasarkan Bagan 1.1 Pembagian Luas Tanah Di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung, dibagi menjadi dua yaitu luas tanah
kering dan tanah sawah. Luas tanah kering terdiri dari pekarangan dan
bangunan, tegal/ladang, hutan negara, perkebunan dan lain-lain. Sedangkan
untuk luas sawah terdiri dari pengairan teknis, pengairan % teknis,
pengairan sederhana, tadah hujan dan lainnya. Dari bagan 1.1 di atas dapat
dilihat bahwa dua desa mempunyai tanah sawah lebih luas daripada tanah
kering yaitu Desa Padangan dan Desa Pakel. Sehingga masyarakat Ngantru
lebih mengelola Sumber Daya Alam yang ada disekitarnya. Meskipun hal
tersebut menjadi peluang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah, akan
tetapi bekerja menjadi buruh tani dirasa masih belum bisa mencukupi
kebutuhan rumah tangga.

Sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Hal tersebut dapat memacu keinginan orang lain
ketika mereka membawa kesuksesan di kampung halaman. Gaji yang
mereka kirimkan ke kampung halaman digunakan untuk bermacam-macam
kebutuhan, baik kebutuhan produktif atau konsumtif. Sehingga dalam
permasalahan ini pemerintah desa, kecamatan maupun kota harus bertindak
tegas dalam menanggapi hal tersebut. Seperti halnya keluar masuk Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di tanah air ini untuk mencari pekerjaan.

Pemanfaatan remitansi juga dapat didukung dengan adanya lembaga
keuangan syariah yang menjadi perantara pengiriman uang. Selain itu,

adanya lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai pengelola
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remitansi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya
peran lembaga keuangan syariah dapat meningkakan tingkat literasi
keuangan syariah masyarakat. Disamping itu, literasi keuangan syariah
dapat mendorong industri jasa lembaga keuangan syariah untuk terus
menciptakan dan mengembangkan produk serta jasa keuangan syariah
melalui inovasi, bervariasi, terjangkau, dan sesuai dengan apa yang
dibutuhkan masyarakat.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) diindikasi mempunyai peran besar
dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut yang melatar belakangi
mengapa semakin banyak masyarakat yang bekerja ke luar negeri. Selain
itu, remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi sebuah upaya untuk
meningkatkan  kesejahteraan  keluarga serta pembangunan dan
perekonomian Negara Indonesia berupa devisa yang dapat digunakan untuk
berbagai kepentingan negara.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka peneliti
berminat untuk mengamati, mengkaji, menganalisis lebih jauh dan
mendalam lagi tentang tingkat literasi keuangan syariah. Oleh karena itu,
penelitian ini mengangkat judul: ANALISIS TINGKAT LITERASI
KEUANGAN SYARIAH KELUARGA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI KECAMATAN NGANTRU

KABUPATEN TULUNGAGUNG.
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1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka
masalah yang dapat diidentifikasi dalam proposal skripsi yang
berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung” adalah sebagai berikut:
1. Tingkat literasi keuangan syariah yang kurang memadai
pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai peran lembaga
keuangan syariah.
3. Penggunaan remitansi yang kurang maksimal oleh keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI).
4.  Minimnya peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dalam mewujudkan Sustainable Development Goals
(SDGS).
1.2.2 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan
masalah agar objek penelitian lebih terfokus atau terarah sehingga
tidak terjebak pada bagian penelitian yang lain. Untuk itu peneliti

hanya membatasi dua masalah dari identifikasi masalah, yaitu:
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Peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran
Indonesia  (PMI) dalam  mewujudkan  Sustainable
Development Goals (SDGs) di Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan

rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
meningkatkan literasi keuangan syariah di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung?

Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals

(SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

1.4 Kajian Pustaka

Sebuah penelitian tidak bisa terbangun tanpa penelitian terdahulu.

Skripsi ini berusaha menggali celah yang belum terjawab dari beberapa

penelitian terdahulu yang menjadi bahan awal kami menulis tema ini.

Adapun beberapa penelitian yang menjadi dasar peneliti untuk

dikembangkan dalam skripsi ini adalah:
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Luthfy H (2017: 96-87) “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah
Pada Anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas Serta Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhinya”. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada anggota Syirkah As-
Salam Kabupaten Kapuas berada pada kategori sedang. Ada beberapa
faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan
syariah pada anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas antara
lain faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat
pendapatan. Sedangkan faktor pekerjaan, pengalaman Kerja,
keterkaitan informan terhadap lembaga keuangan syariah tidak
memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan
syariah pada anggota Syirkah As-Salam Kabupaten Kapuas.

Dian Wahyunita (2019: 73) “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah
Dan Sosio Demografi Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Pada
Karyawan KSPPS BMT Tumang Boyolali”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semakin baik literasi keuangan syariah karyawan
maka akan semakin baik pula manajemen keuangan pribadi.
Karyawan dengan pemahaman keuangan yang baik, mereka akan
lebih  memperhartikan keputusan keuangan yang baik dalam
menabung, mengelola uang masuk dan keluar, berhati-hati dalam
berhutang dan memperhatikan masa pensiun sejak dini.

Akmal & Saputra (2016: 243) “Analisis Tingkat Literasi Keuangan”.

Hasil dari penelitian ini adalah literasi keuangan mahasiswa FEBI
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IAIN Imam Bonjol Padang berada pada kategori sedang yaitu dari
interprestasi data dapat dilihat bahwa mahasiswa memiliki
pengetahuan namun kurang terampil dalam mengelola keuangan
pribadi mereka. Literasi keuangan mahasiswa dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu pembelajaran keuangan di perguruan tinggi,
status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan
keluarga dan lainnya.

Handida & Sholeh (2018: 84) “Pengaruh Tingkat Pengetahuan,
Kualitas Layanan Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap
Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk
Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan
tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim dalam
menggunakan produk perbankan syariah di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Agus Yulianto (2018: 27) “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah
Terhadap Keputusan Penggunaan Produk Atau Jasa Lembaga
Keuangan Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi
keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung
dan keputusan asuransi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan
literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap keputusan

pembiayaan dan keputusan investasi di lembaga keuangan syariah.
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Dari sudut pandang kualitas terpersepsi yang dimoderasi oleh
religiuitas berpengaruh positif terhadap keputusan menabung dan
pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan keuangan masyarakat
tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tingkat keuangan yang
dimilikinya, karena bisa disebabkan oleh latar belakang dan
lingkungan sosial yang sangat berbeda sehingga pengendali
keputusan-keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya tergantung
pada literasi keuangan.

Noveria (2017: 25) “Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran
Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan,
Kabupaten Tulungagung”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
empat faktor dominan yang menyebabkan terjadinya migrasi tenaga
kerja internasional berulang yaitu (1) Penghasilan selama bekerja di
luar negeri yang dikirim ke daerah asal hanya cukup untuk kebutuhan
konsumsi; (2) Mantan tenaga kerja internasional sulit beradaptasi
dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah asal terutama keterbatasan
kesempatan kerja dan upah yang rendah; (3) Keterbatasan
kemampuan berwirausaha dan (4) Keberadaan jaringan sosial yang
mendukung terjadinya migrasi berulang.

Dibyantoro & Alie (2014: 319) “Pola Penggunaan Remitan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan

Dengan Asal”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama
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bekerja di luar negeri maka semakin banyak pula jumlah remitan yang
di peroleh oleh TKI. Berdasarkan prioritas penggunaannya, terbentuk
beberapa pola penggunaan remitan ekonomi yaitu pola penggunaan
remitan yang lebih berorientasi pada kegiatan produktif untuk
simpanan di waktu yang akan datang. Pemanfaatan remitan produktif
meliputi biaya pendidikan, pembelian tanah, usaha, sumbangan dan
tabungan. Sedangkan penggunaan remitan konsumtif yaitu
penggunaan yang berorientasi pada konsumsi jangka pendek meliputi
konsumsi, pembangunan atau renovasi rumah, pembelian kendaraan
bermotor dan elektronik. Sedangkan pemanfaatan remitan sosial
meliputi bidang pendidikan, pemanfaatan keahlian, berpartisipasi
dalam politik desa.

Haryati (388) “Remitansi Tenaga Kerja Indonesia: Dampaknya
Terhadap Inflasi dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Kualitas
Hidup Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini adalah remitansi dapat
mempengaruhi jumlah uang beredar di daerah asal darimana remitansi
berasal sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap
barang konsumtif, remitansi dapat merangsang para pedagang untuk
menentukan barang atau jasa dalam menetapkan harga yang lazim,
sebagian besar remitansi dihabiskan untuk barang atau jasa konsumtif
dan hanya sedikit yang dihabiskan untuk barang atau jasa produktif,
remitansi adalah faktor yang secara positif dapat mempengaruhi

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah asal.



10.

17

Alim Harun Pamungkas, Vevi Sunarti dan Wendi Ahmad Wahyudi
(2018: 302) “PKMB Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs”. Hasil
penelitian ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia
adalah tugas pendidikan. Seperti halnya dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan, PKMB Widya Dharma Nagari
mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan program denagn
menggagas semacam “pusat layanan latihan” yang mana
menyediakan berbagai layanan program yang berhubungan dengan
cakap dalam dunia kerja.

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016: 163) “Sustainable
Development Golas (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan”. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya SDGs ingin mencapai
tiga tujuan mulia ditahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan,
mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Karena
kemiskinan menjadi isu paling penting dan utama, selain dua capaian
lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, maka disusunlah
17 tujuan SDGs.

Tabel 1.2 Perbedaan Peneliti Terdahulu dan Sekarang

NO.

Kajian Kepustakaan

Persamaan

Perbedaan

Penelitian dari Haidar
Luthfy dengan judul
“Analisis Tingkat
Literasi Keuangan
Syariah Pada Anggota
Syirkah As-Salam
Kabupaten Kapuas Serta

Persamaan penelitian ini
adalah tentang tingkat
literasi keungan syariah
dan faktor-faktor yang
mempengaruhi  tingkat
literasi keuangan syariah
tersebut.

Perbedaan dari
penelitian ini terdapat
pada subjek  yang
diteliti. Peneliti
terdahulu meneliti pada
Anggota Syirkah As-
salam, Sedangkan
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Faktor-Faktor Yang peneliti sekarang
Mempengaruhinya”. meneliti Keluarga
Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
Penelitian dari Dian | Persamaan penelitian ini | Perbedaan dari
Wahyunita dengan judul | adalah tentang tingkat | penelitian ini terdapat
“Pengaruh Literasi | literasi keungan syariah | pada  subjek  yang
Keuangan Syariah Dan | dan faktor-faktor yang | diteliti. Peneliti
Sosio Demografi | mempengaruhi tingkat | terdahulu meneliti pada
Terhadap  Manajemen | literasi keuangan syariah | karyawan KSPPS BMT
Keuangan Pribadi Pada | tersebut. Tumang Boyolali,
Karyawan KSPPS BMT Sedangkan peneliti
Tumang Boyolali”. sekarang meneliti
Keluarga Pekerja
Migran Indonesia
(PMI).
Penelitian dari Huriyatul | Persamaan penelitian ini | Perbedaan dari
Akmal dan Yogi Eka | adalah tentang faktor- | penelitian ini terdapat
Saputra dengan judul | faktor yang | pada subjek yang
“Analisis Tingkat | mempengaruhi tingkat | diteliti. Peneliti
Literasi Keuangan”. literasi keuangan | terdahulu meneliti pada
tersebut. mahasiswa  Fakultas
Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN  Imam
Bonjol Padang,
Sedangkan peneliti
sekarang meneliti
Keluarga Pekerja
Migran Indonesia
(PMI).
Perbedaan juga
terdapat pada objek
penelitian. Peneliti
terdahulu meneliti
tingkat literasi
keuangan, sedangkan
peneliti sekarang

meneliti tingkat literasi
keuangan syariah.

Penelitian dari
Rahmawati Deylla
Handida dan Maimun
Sholeh dengan judul
“Pengaruh Tingkat
Pengetahuan, Kualitas
Layanan Dan Tingkat
Literasi Keuangan
Syariah Terhadap
Pengambilan Keputusan
Masyarakat Muslim

Persamaan penelitian ini
adalah tentang tingkat

pengetahuan dan tingkat
literasi keuangan
syariah.

Perbedaan dari
penelitian ini terdapat
pada subjek yang
diteliti. Peneliti
terdahulu meneliti
masyarakat di DIY,
Sedangkan peneliti
sekarang meneliti
keluarga PMI yang ada
di Indonesia.
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Menggunakan  Produk
Perbankan Syariah Di
Daerah Istimewa
Yogyakarta”.

Penelitian dari Agus
Yulianto dengan judul

“Pengaruh Literasi
Keuangan Syariah
Terhadap  Keputusan
Penggunaan Produk
Atau Jasa Lembaga

Keuangan Syariah”.

Persamaan penelitian ini
adalah tentang tingkat
literasi keungan syariah
terhadap keputusan
menggunakan  produk
atau jasa lembaga
keuangan syariah.

Perbedaan dari
penelitian ini terdapat
pada subjek yang
diteliti. Peneliti
terdahulu

menggunakan metode
analisis regresi logistik
biner, Sedangkan
peneliti sekarang
menggunakan metode

Participatory  Rural

Appraisal (PRA).
Penelitian dari Mita | Persamaan penelitian ini | Perbedaan dari
Noveria dengan judul | adalah tentang tingkat | penelitian ini terdapat
“Migrasi Berulang | literasi keungan syariah | pada  subjek  yang
Tenaga Kerja Migran | yang mana dilihat dari | diteliti. Peneliti
Internasional: Kasus | remitansi keluarga | terdahulu meneliti
Pekerja Migran Asal | Pekerja Migran | mantan PMI  yang

Desa Sukorejo Wetan,

Indonesia (PMI).

berulang kembali ke
luar negeri, Sedangkan
peneliti sekarang
meneliti keluarga PMI
yang ada di Indonesia.

Kabupaten
Tulungagung”.
Penelitian dari Bayu
Dibyantoro dan
Muhammad Mukti Alie,
“Pola Penggunaan

Remitan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Serta
Pengaruhnya Terhadap
Perkembangan Dengan
Asal”.

Persamaan penelitian ini
adalah penggunaan
remitan Pekerja Migran
Indonesia  (PMI) di
daerah asal.

Perbedaan dari

penelitian ini terdapat
pada objek  yang
diteliti. Peneliti
terdahulu lebih
terfokus kepada
penggunaan  remitan
PMI, Sedangkan
peneliti sekarang

terfokus pada tingkat
literasi keuangan para
PMI.

Penelitian dari Eny
Haryati dengan judul
“Remitansi Tenaga
Kerja Indonesia:
Dampaknya Terhadap
Inflasi dan
Kontribusinya Terhadap
Peningkatan  Kualitas
Hidup Masyarakat”

Persamaan penelitian ini
adalah penggunaan
remitan Pekerja Migran
Indonesia  (PMI) di
daerah asal.

Perbedaan dari
penelitian ini terdapat
pada  objek  yang
diteliti. Peneliti
terdahulu lebih
terfokus kepada
penggunaan remitansi
PMI serta dampak
terhadap inflasi,
Sedangkan peneliti

sekarang terfokus pada
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dan Santoso Tri Raharjo

dengan judul
“Sustainable
Development Golas
(SDGs) Dan
Pengentasan
Kemiskinan™.

adalah sama-sama
dalam  pemberantasan
kemiskinan di
Indonesia.

penggunaan remitansi
PMI.

9. |Penelitian dari Harun | Persamaan penelitian ini | Perbedaan dari terdapat
Pamungkas, Vevi | adalah sama-sama | pada objek penelitian.
Sunarti  dan  Wendi | meningkatkan Penelitian  terdahulu
Ahmad Wahyudi | pertumbuhan ekonomi | terfokus pada kegiatan
dengan judul “PKMB | serta peningkatan | PKMB Widya Dharma
Dalam  Meningkatkan | kualitas pendidikan | Nagari dalam pusat
Pertumbuhan Ekonomi | demi kesejahteraan | layanan pelatiahan
dan Kesejahteraan | masyarakat sesuai | pada dunia  Kerja.
Hidup Masyarakat | dengan target SDGs. Sedangkan penelitian
Sesuai Target SDGs)” sekarang lebih fokus

pada mewujudkan tiga
SDGs (memmberantas
kemiskinan,
pendidikan berkualitas
serta pertumbuhan
ekonomi yang inklusif)
oleh keluarga Pekerja
Migran Indonesia di
Kecamatan  Ngantru
Kabupaten
Tulungagung.

10. |Penelitian dari Ishartono | Persamaan penelitian ini | Perbedaan dari terdapat

pada objek penelitian.
Penelitian  terdahulu
lebih membahas SDGs
secara global.
Sedangkan penelitian
sekarang lebih terfokus
pada tiga tujuan yaitu
memmberantas
kemiskinan,
pendidikan berkualitas
serta pertumbuhan
ekonomi yang inklusif.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan rumusan tujuan yang ingin

dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan, maka tujuan

penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mewujudkan
Sustainable Development Goals (SDGs) di Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung.

1.6 Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini baik secara teoritis maupun
praktis, antara lain:
1.  Segi Teoritis

a. Menambah wawasan penggunaan dana remitansi dan literasi
keuangan syariah yang mana dapat digunakan sebagai rujukan
dalam mengerjakan tugas atau skripsi lain.

b. Memberikan masukan kepada pihak akademisi untuk
melakukan kontribusi terhadap pengembangan dan ilmu
pengetahuan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat
ekonomi secara islami.

2.  Segi Praktis

a. Bagi Peneliti
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Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama
perkuliahan dan mengetahui secara langsung penerapan
tentang teori literasi keuangan syariah.

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel
Surabaya dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa ataupun pihak
fakultas yang akan melakukan penelitian pada bidang yang
sama di masa yang akan datang sehingga dapat dijadikan
sebagai salah satu bahan pembanding. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat sebagai sumbangan karya ilmiah yang
dapat menambah koleksi perpustakaan.

Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Keluarga Kerja
Indonesia (PMI) dan Masyarakat Luas

Diharapkan PMI ataupun keluarga PMI dan
masyarakat luas dapat mengetahui lebih jauh tentang konsep
keuangan, perencanaan keuangan, kecakapan mengelola
keuangan pribadi atau perusahaan dan kemampuan melakukan
keputusan keuangan dalam situasi tertentu yang sesuai dengan
syariat Islam. Selain itu, diharapkan mampu memilih dan
memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai

dengan kebutuhan mereka.
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1.7 Definisi Operasional
Agar mempermudah untuk memahami isi proposal skripsi ini, maka
peneliti mendefinisikan sebagian istilah dalam proposal skripsi diantaranya:
1.  Literasi Keuangan Syariah
Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), literasi keuangan
syariah adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan
pengetahuan  (knowledge), keyakinan  (confidence), dan
keterampilan (skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka
mampu mengelola keuangan dengan lebih baik yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Apabila masyarakat melek akan keuangan
syariah (muamalah maliyah), maka semakin banyak masyarakat
yang memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah, sehingga
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.  Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran Indonesia
(PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau
telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia.
3. Sustainable Development Goals (SDGS)
Kesejahteraan masyarakat merupakan keberhasilan Negara
dalam menyelenggarakan pembangunan. SDGs adalah kesepakatan

pembangunan baru pengganti MGDs yang masa berlakunya 2015-
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2030, berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas
goals dan 169 sasaran pembangunan ini diharapkan dapat menjawab
ketertinggalan perkembangan negara-negara di seluruh dunia, baik
negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan serta
ketimpangan) ataupun negara-negara berkembang (kemiskinan,
kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan,
perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Keberhasilan SDGs
tidak terlepas dari peran penting pemerintah daerah setempat
(Hoelman, 2016: 5).

Pembahasan dalam skripsi ini terfokus pada tiga tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan
berkelanjutan pada tujuan pertama tentang penghapusan
kemiskinan, tujuan keempat tentang pendidikan yang berkualitas
dan tujuan kedelapan tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan
ekonomi. Tiga tujuan SDGs ini merupakan hal-hal yang banyak
terjadi pada masyarakat dimana sesuai dengan objek lokasi

penelitian.

1.8 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan
metode pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA), yang mana
penelitian ini menjelaskan pemecahan masalah yang ada sekarang

berdasarkan data-data dengan menyajikan data, menganalisis dan
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menginterprestasikannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,
aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara
individual maupun kelompok.

Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah sekelompok
pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling
berbagi, meningkatkan serta menganalisis pengetahuan mereka tentang
kondisi dan kehidupan desa dan membuat rencana serta tindakan. Dalam
metode penelitian PRA ini masyarakat desa sendiri yang lebih memiliki dan
saling berbagi informasi tersebut. Dalam metode ini masyarakat yang
menjadi responden bisa menarik diri setiap saat apabila merasa kurang
nyaman bila pendapatnya dikutip dalam penelitian ini. (Chambers, 1996)

Menurut Fachrul Ali (2013), memahami desa secara partisipatif
adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara
bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam proses perencanaan
dan kebijakan yang nyata. Pendekatan dan metode ini semakin luas diakui
kegunaannya ketika paradigma pembangunan berkelanjutan mulai dipakai
sebagai landasan pembangunan di negara-negara berkembang.

Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) menjadi salah satu cara
untuk memecahkan permasalahan yang ada di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam menganalisis keadaan yang ada di sekitar.

Seperti halnya kondisi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan
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Ngantru Kabupaten Tulungagung yang masih memerlukan penanganan
yang lebih intensif. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus bisa dibaca, dianalisis, dan
dipikirkan potensi serta peluang seluas-luasnya menjadi pelaku aktif dalam
mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan ekonomi yang menjadi salah satu faktor terjadinya
kesenjangan dalam masyarakat. Seperti halnya Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang saat ini bekerja di luar negeri demi memenuhi kebutuhan
keluarga yang ada di tanah air khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung. Perlunya pemahaman dari keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dalam mengalokasikan dana Kkiriman atau remitansi untuk
pemenuhan kebutuhan produktif atau konsumtif. Karena apabila mereka
tidak memanfaatkan dengan baik maka akan merugikan mereka sendiri.

Selain itu proses pengiriman dana atau uang juga memerlukan
perantara dari suatu lembaga swasta atau bank. Dengan masyarakat yang
didominasi oleh muslim ini perlu dirasa untuk mengenal produk-produk
syariah atau layanan jasa keuangan di Indonesia. Dengan mengenalkan
lembaga keuangan syariah diharapkan masyarakat dapat mengonsumsi atau

menggunakan produk halal lainnya.
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Penerapan Metode
PRA:
1. Pengenalan
masalah
2. Perumusan
masalah
3. Identifikasi
masalah
4. Alternatif
pemecahan
masalah
5. Pelaksanaan
Pengarahan
7. Monitoring dan
Evaluasi

IS

Keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

A 4

1. Upaya Peningkatan Literasi

Keuangan Syariah

2. Pemanfaatan Dana Remitansi
3. Metode Participatory Rural

Apprasial

A 4

1. Peran keluarga PMI dalam

meningkatkan Literasi keuangan
syariah

2. Literasi keuangan syariah PMI

dalam mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs)
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Metode

\ 4

Partisipasi keluarga PMI dalam
meningkatkan literasi keuangan
syariah

A\ 4

'

Objek

\ 4

Penetuan Informan

\ 4

Mewujudkan program kerja
pemerintah Sustainable

Development Goals (SDGs) pada

tujuan ke-1, ke-4 dan ke-8

Pengumpulan Data

\ 4

Analisis Data

Berdasarkan Bagan 1.2 Kerangka konseptual ini menggambarkan

alur penelitian yang sedang peneliti lakukan. Di sinilah peran keluarga

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam membantu program peningkatan

literasi keuangan syariah. Hal yang akan dilakukan adalah upaya

peningkatan literasi keuangan syariah terhadap penggunaan dana remitansi

secara maksimal dengan menggunakan metode penelitian Participatory

Rural Appracial (PRA) yang mana masyarakat turut andil dalam
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melaksanakan program ini. Hal tersebut yang nantinya akan mewujudkan
program pemerintah Sustainable Development Goals (SDGS).

Sebelum penelitian, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan
metode yang digunakan. Peneliti menggunakan metode Participatory Rural
Appracial (PRA) yang mana bukan hanya peneliti yang melaksanakannya,
akan tetapi masyarakat juga melaksanakannya. Setelah itu peneliti
menentukan objek penelitian berupa peningkatan literasi keuangan syariah
pada masyarakat. Adapun masyarakat yang dipilih sebagai informan adalah
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung. Alasan pemilihan informan dikarenakan banyaknya Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung.

Setelah menentukan informan langkah selanjutnya adalah mencari
informasi dengan memberikan beberapa draft pertanyaan, yang mana
pertanyaan tersebut mengacu bagaimana penggunaan atau pemanfaatan
dana remitansi dari keluarga yang ada di luar negeri serta meningkatkan
literasi keuangan syariah mereka. Informasi-informasi yang peneliti
dapatkan dari informan selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk
menjawab permasalahan-permasalahan yang ada disekitar. Hasil penelitian
diharapkan dapat mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGSs)
khususnya pada tujuan poin kesatu, keempat dan kedelapan.

Pengenalan masalah pada masyarakat dalam penelitian ini berupa

faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan syariah yang ada di
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Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung serta peran Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Sehingga
akan memunculkan rumusan masalah yang akan digunakan untuk
memecahkan masalah (merujuk pada rumusan masalah halaman 12). Hal
terpenting selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang telah
dirumuskan. Pada penelitian ini terdapat empat identifikasi masalah seperti
pada halaman 11. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengupas atau
menjabarkan segala permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.

Beberapa alternatif pemecahan masalah seperti memberikan
penggunakan produk dan jasa keuangan syariah lebih aktif lagi dilakukan
oleh keluarga PMI serta belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik
sesuai syariat Islam. Setelah terbentuknya alternatif pemecahan masalah,
dapat mempermudah dalam pelaksanaan dan pengarahan dalam penelitian
ini. Pelaksanaan dan pengarahan mulai dari kebiasaan dalam menyisihkan
sebagian hasil remitansi pada produk dan layanan jasa lembaga keuangan
syariah baik perbankan syariah atau non bank syariah, mencatat pengeluaran
pada setiap transaksi, membedakan keperluan produktif dan konsumtif juga
pembelian dengan pengeluaran besar atau kecil sehingga hal tersebut dapat
meningkatkan perekonomian keluarga.

Bagian terakhir adalah Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah
kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang

sedang atau sudah berlangsung. Berdasarkan informasi yang telah
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didapatkan dari informan bahwa keluarga PMI masih belum rutin dalam
memanfaatkan produk atau jasa lembaga keuangan syariah dikarenakan
jarak lembaga keuangan syariah yang lumayan jauh. Hal tersebut menjadi
faktor utama kurangnya pemanfaatan lembaga keuangan syariah.

Disisi lain, keluarga PMI telah rutin menyisikan sebagian hasil
remitansi untuk kebutuhan produktif dan konsumtif serta penyisihan dana
untuk kewajiban berupa dana kebajikan dan dana tidak terduga. Dengan
adanya monev ini diharapkan agar masyarakat lebih giat dalam
memanfaatkan lembaga keuangan syariah seperti menabung setiap sebulan
sekali atau dua bulan sekali apabila terkendala jarak yang menjadi faktor

tidak rutinnya penggunaan produk atau jasa lembaga keuangan syariah.

1.8.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngantru,
Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi dikarenakan di daerah
tersebut masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) karena beberapa faktor, terutama adalah
faktor ekonomi. Selain itu masih sedikit lembaga keuangan syariah
yang berada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang
menjadikan kurangnya minat serta pemahaman masyarakat tentang
keuangan syariah yang ada di Indonesia. Maka hal tersebut perlu

untuk diteliti demi pemerataan pemahaman bersama tentang
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lembaga keuangan syariah khususnya di Kecamatan Ngantru,
Kabupaten Tulungagung.
Jenis Penelitian

Menurut Nazir (2009: 65), berdasarkan pada objek diteliti
pada penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian
lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis kualitatif pendekatan deskriptif. Maksudnya, apa
yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan
perilaku nyata. Perilaku kualitatif itu datanya dapat peneliti peroleh
dari lapangan, baik lisan yang berupa wawancara ataupun data
tertulis (dokumen).

Sedangkan Creswell (2013: 4-5) mendefinisikan metode
kualitatif merupakan metode-metode untuk mempelajari dan
memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang
yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya yang penting seperti
mengajukan  pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,
mengumpulkan data yang spesifik dari informan, menganalisis
data secara induktif mulai dari tema yang khusus hingga yang
umum serta menafsirkan makna data.

Data dan Sumber Data
Sumber data adalah orang atau tempat yang mana data

tersebut dapat diperoleh. Sumber data sangat penting untuk
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keberlangsungan penelitian ini karena merupakan kunci dari

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun sumber data yang

dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang
diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari
wawancara langsung dengan pemerintah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, pemerintah di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, serta informan
yang mana merupakan keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.
2. Data Sekunder
Data sekunder penelitian ini berupa referensi,
literatur dari buku, jurnal, artikel, berita, internet, data Badan
Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung, data Pekerja
Migran Indonesia (PMI) Kecamatan Ngantru yang diambil
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tulungagung, dan kepustakaan lain yang dapat mendukung
dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi.
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling

awal dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah

mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan
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data ditinjau dari cara atau teknik pengumpulannya yang dilakukan
dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan bahan
dokumenter atau gabungan dari ketiga jenis tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian langsung
atau penelitian lapangan kepada informan atau subjek penelitian.
Menurut Supardi (2005: 34) menuturkan bahwa “Penelitian
lapangan dapat disebut penelitian empiris, maksudnya penelitian
yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan
saat proses pengerjaan penelitian”.

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah cara untuk melakukan
pertemuan dua pihak yaitu interviewer yang memberikan
pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut untuk saling bertukar informasi dan ide
yang membahas tentang satu pokok permasalahan. Dalam
hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung
kepada Pemerintah di Kabupaten Tulungagung dan para
informan yaitu keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi
tentang kehidupan para anggota keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Hasil yang akan didapatkan dari tahap
wawancara  ini diantaranya  faktor-faktor  yang

melatarbelakangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri,
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penggunaan dana remitansi keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI), keberlangsungan hidup keluarga selama
menggunakan dana remitansi, serta dampak atau hasil dari
keluarga yang bekerja di luar negeri. Disamping itu
pentingnya pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah
dalam kehidupan bermasyarakat yang mana sesuai program

pemerintah untuk meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia.

. Observasi

Salah satu pengumpulan data primer dengan
melakukan  pengamatan  untuk  memperoleh  data,
mendengarkan, memberikan perhatian secara hati-hati dan
terperinci. Metode observasi ini mengharuskan peneliti
mengamati secara langsung kehidupan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung. Penelitian secara observasi ini dilakukan
untuk melihat secara langsung bagaimana keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung dalam menggunakan remitansi  atau
penggunaan gaji oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta
menyambung perekonomian di dalamnya. Selain itu, aktif

tidaknya keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
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menggunakan tabungan syariah atau sejenisnya dalam
melakukan transaksi.
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data sekunder yang tidak
ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen-
dokumen vyang berhubungan dengan tingkat literasi
keuangan syariah seperti data dari keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Dokumentasi dapat berupa data yang
diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan atau
lembaga. Dokumentasi juga merupakan pelengkap dari
penggunaan metode penelitian kualitatif seperti wawancara
dan observasi.

Peneliti akan mengambil data atau dokumentansi dari
data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Tulungagung
yang mana berisi tentang kehidupan masyarakat
Tulungagung khususnya Kecamatan Ngantru itu sendiri.
Data tersebut meliputi letak geografis Kecamatan Ngantru,
jumlah populasi dari penduduk Kecamatan Ngantru, tenaga
kerja di Kecamatan Ngantru dan lain sebagainya. Dan juga
peneliti akan mendapatkan data tentang masyarakat
Kecamatan Ngantru di Kantor Pemerintahan Kecamatan

Ngantru.
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Tujuan

Penulisan Kerangka/ Jenis data yang Tujuan/
. metode dikumpulkan signifikan
Skripsi

Untuk Pengumpulan data | Data yang | Mendokumentasi
menganalisis primer: dikumpulkan kan dokumen-
tingkat  literasi | melakukan survei | berupa hasil | dokumen  yang

keuangan dan  melakukan | wawancara yang | berhubungan
syariah keluarga | wawancara dilakukan dengan  tingkat
Pekerja Migran | dengan kepada informan | literasi keuangan
Indonesia (PMI) | memberikan draft | terkait dengan | syariah seperti
di  Kecamatan | pertanyaan kepada | tingkat literasi | data dari keluarga
Ngantru informan yang | keluarga yang | Pekerja ~ Migran
Kabupaten mana merupakan | berhubungan Indonesia (PMI).

Tulungagung. subjek penelitian. | dengan Menganalisa
Subjek penelitian | pendapatan pendapatan yang

ini antara lain
keluarga Pekerja
Migran Indonesia
(PMI) Kabupaten
Tulungagung.

Selain itu,
Pengumpulan data
sekunder:

Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
di luar negeri
serta  tentang
bagaimana cara
keluaga Pekerja
Migran

Indonesia (PMI)
dalam

mereka peroleh di
luar negeri dengan
pengalokasian

pendapatan yang
dilakukan  oleh
keluarga Pekerja
Migran Indonesia
(PMI) di tanah air.

penelitian mengelola

kepustakaan remitansi.

berupa jurnal,

skripsi, internet

dan data dari

Badan Pusat

Statistika

Kabupaten

Tulungagung.
Untuk Pengumpulan data | Data yang | Mendokumentasi
menganalisis primer: dikumpulkan kan hasil
tingkat literasi | melakukan survei | berupa hasil | wawancara yang
keuangan dan  wawancara | wawancara mana akan
syariah keluarga | dengan kepada informan | menemukan
Pekerja Migran | memberikan draft | baik kepada | output berupa
Indonesia (PMI) | pertanyaan kepada | keluarga Pekerja | hasil remitansi
dalam informan yang | Migran yang digunakan
mewujudkan mana merupakan | Indonesia (PMI) | untuk
Sustainable subjek penelitian. | dan juga | mewujudkan
Development Subjek penelitian | Pemerintah Sustainable
Goals (SDGs) di | ini antara lain | Kecamatan Development
Kecamatan keluarga Pekerja | Ngantru ataupun | Goals (SDGs)
Ngantru Migran Indonesia | Pemerintah oleh keluarga

(PMD), Kabupaten Pekerja  Migran
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Kabupaten

Tulungagung.

Pemerintah
Kecamatan
Ngantru ataupun
Pemerintah
Kabupaten
Tulungagung.

Tulungagung,
meliputi:
-peran atau
kegiatan apa
yang telah
dilakukan
keluarga  PMI
dalam
mewujudkan
Sustainable
Development
Goals (SDGs)
-Peran
pemerintah
Kecamatan
Ngantru
Kabupaten
Tulungagung
dalam
mewujudkan
Sustainable
Development
Goals (SDGs)
melalui keluarga
PMI.

Indonesia  (PMI)
di Kecamatan
Ngantru
Kabupaten
Tulungagung.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga diantaranya tahap

reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi:

1. Reduksi Data

Analisa data penelitian ini pada tahap pertama yaitu

reduksi data. Reduksi data merupakan gambaran analisis

yang

menghilangkan data
pengorganisasi

kesimpulan akhir

menajamkan,

dapat

menggolongkan,
yang
data yang sedemikian

diambil.

tidak dibutuhkan

rupa,

mengarahkan,

serta

sehingga

Dalam melakukan
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penelitian, peneliti menemukan segala sesuatu Yyang
dipandang asing, tidak dikenal dan belum memiliki pola.

Adapun faktor yang melatarbelakangi peneliti dalam
mengambil objek keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
pada penelitian ini diantaranya karena banyaknya
masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI
menjadi faktor penting dalam pembangunan negara yang
mana sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah
pertambangan dan minyak bumi, minimnya pengetahuan
keluarga PMI dalam mengelola remitansi serta rendahnya
literasi keuangan syariah keluarga PMI di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Peneliti juga menggolongkan informan lebih spesifik
pada berapa lama keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
yang mana akan ditentukan minimal 5 tahun terakhir, siapa
yang mencari nafkah atau yang menjadi Pekerja Migran
Indoenesia (PMI), bagaimana penggunaan dana remitansi
serta tabungan yang digunakan keluarga PMI dalam
menerima dana remitansi.

. Penyajian Data (Display Data)
Tahap kedua yaitu penyajian data. Penyajian data

merupakan kegiatan melakukan penyusunan sekumpulan
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informasi, sehingga memberikan kemungkinan dapat
menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data yang didapatkan
dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tulungagung berupa tabel yang mana berisi jumlah PMI
yang ada di Kecamatan Ngantru. Selain itu, data-data
kependudukan dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten
Tulungagung yang terdiri dari jumlah penduduk, jenis
kelamin, wusia, pendidikan, jenis pekerjaan hingga
kepercayaan masyarakat di Kacamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung. Beberapa data juga diambil dari hasil
wawancara oleh beberapa informan. Penyajian data ini juga
berupa teks narasi atau catatan lapangan, yang mana peneliti
akan menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di
lapangan serta menganalisanya.
Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu penarikan
kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau
verifikasi merupakan hasil analisis yang dapat digunakan
untuk mengambil tindakan. Data yang telah dikumpulkan
akan di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai
dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan
mendapatkan data dari keluarga Pekerja Migran Indonesia

(PMI) berupa penggunaan dana remitansi pada setiap
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aktivitasnya. Selain itu peneliti juga akan memberikan
pertanyaan atau gambaran terhadap literasi keuangan syariah
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kehidupan
sehari-hari. Dari sinilah akan muncul sebuah inti pokok
bahasan yang mana selanjutnya dapat ditarik sebuah
kesimpulan yang diinginkan oleh peneliti. Kesimpulan dalam
penelitian  kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada atau sebelumnya masih belum

terarah.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan dalam
penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti membagi dalam 5 (lima)
BAB, yang mana setiap BAB terdiri dari beberapa Sub BAB sehingga dapat
mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Adapun
sistematika pembahasannya adalah:

BAB | Pendahuluan, dalam BAB pendahuluan ini memuat tentang
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Il Landasan Teori, pada BAB ini memuat teori tentang
literasi keuangan syariah, dana remitansi, Pekerja Migran Indonesia (PMI)

dan Sustainable Development Goals (SDGs) poin kesatu tentang
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pemberantas kemiskinan, keempat tentang pendidikan bermutu dan
kedepalan tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

BAB 11l Gambaran Umum Penelitian, dalam BAB ketiga ini
berisi tentang data penelitian yang memuat deskripsi data yang mana
berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif yaitu jumlah
penduduk dan luas wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung,
data informan dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), informan dari
pemerintahan desa ataupun kecamatan hingga kabupaten, serta hasil
penelitian berupa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) dan literasi keuangan syariah terhadap
pengalokasian gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI).

BAB IV Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB IV ini
berisi tentang analisis data penelitian yang telah dideskripsikan guna
menjawab rumusan masalah dalam penelitian, menafsirkan dan
mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan,
memodifikasi teori yang telah ada atau menyusun teori yang baru.
Pembahasan dari BAB ini adalah jawaban dari rumusan masalah yaitu
menganalisis peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
meningkatkan literasi keuangan syariah serta bagaimana tingkat literasi
keuangan syariah dalam mewujudkan Sustainable Development Goals

(SDGs) poin kesatu tentang pemberantas kemiskinan, keempat tentang
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pendidikan bermutu dan kedepalan tentang pekerjaan yang layak dan
pertumbuhan ekonomi.

BAB V Penutup, BAB ini merupakan BAB terakhir yang berisi
tentang kesimpulan yang mana diperoleh dari penelitian dan saran untuk
masyarakat maupun pemerintah. Yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah nilai manfaat bagi berbagai pihak sekitar yang dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dan kontribusi pemikiran.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, dewasa ini
menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha. Sebagai pelaku
ekonomi, manusia selalu terlibat dengan kegiatan ekonomi baik produksi,
konsumsi, hingga distribusi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan
merata. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan pengetahuan bagi pelaku
ekonomi guna meningkatkan mutu kinerjanya. Tidak sedikit dari masyarakat yang
kurang memahami pola ekonomi mereka, sehingga menyebabkan
ketidakseimbangannya kegiatan produksi dan konsumsinya. Pada sektor
perekonomian inilah yang dapat menentukan keberlangsungan hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi berbanding lurus dengan sistem keuangan masyarakat.
Saat ini di Indonesia sedang berusaha meningkatkan sistem ekonomi syariah guna
meningkatkan keuangan syariah yang inklusif. Dengan adanya lembaga keuangan
syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berinvestasi halal dan
menjauhi segala investasi haram. Sehingga dalam hal ini, peneliti mengambil studi
kasus dengan mengangkat judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah
Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung”.
Berikut ini pemaparan peneliti tentang beberapa teori yang dibahas adalah sebagai

berikut:
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Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Teori ini menjelaskan tentang pentingnya literasi keuangan syariah
pada masyarakat yang mana dapat membantu dalam pengelolaan keuangan
mereka sesuai dengan prinsip syariah. Segala jenis transaksi menjadi
tanggungjawab setiap orang dalam melakukan kegiatan perekonomian.
Dengan berpedoman prinsip syariah dapat terhindar dari hal-hal yang
dilarang oleh agama. Terlebih lagi bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang selalu mendapatkan uang secara rutin dari luar negeri.
Menurut Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1, Calon Pekerja Migran Indonesia
adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah
Kota atau Kabupaten yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.
Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia
yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah
di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga Pekerja Migran Indonesia
adalah suami, istri, anak atau orang tua termasuk hubungan karena putus
dana tau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia ataupun yang
tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
Pemberangkatan PMI melalui pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang akan memberikan kemudahan, perlindungan dan
kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Akan

tetapi pada realitanya banyak masyarakat yang beranggapan bahwa
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mengikuti program pemerintah terlalu banyak administratif dan birokrasi
yang rumit, sehingga mereka kurang tertarik dengan program pemerintah.

Sebagai negara hukum, setiap warga Negara Indonesia harus menaati
peraturan yang ada dan mempunyai kedudukan yang sama dengan yang
lainnya tanpa ada perbedaan (equality before the law). Perlindungan
terhadap buruh atau pekerja adalah kewajiban bagi suatu negara dalam
melindungi warga negaranya. Hak-hak setiap warga negara harus terpenuhi
dengan mendapatkan perlindungan, yang mana dapat melindungi mereka
selama bekerja baik di dalam negeri atau luar negeri.

Seperti pada pasal 28 D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang
berbunyi “Setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapat
imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
Pekerjaan mempunyai makna yang mendalam pada setiap kehidupan
seseorang, sehingga setiap orang pasti membutuhkan suatu pekerjaan.
Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan
merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib
dijungjung tinggi dan dihormati.

Sebagian dari masyarakat Indonesia melakukan migrasi ke luar negeri
atau migrasi Internasional atau migrasi perburuhan untuk mendapatkan
suatu pekerjaan yang lebih baik. Migrasi perburuhan mencakup berbagai
jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil

hingga mereka yang memiliki keahlian khusus. Organisasi Perburuhan
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Internasional (International Labour Organization / ILO) mendefinisikan
pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke
negara lain dengan tujuan mendapatkan pekerjaan, termasuk siapapun yang
biasanya diakui sebagai seorang migran untuk bekerja.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau migrasi Internasional
mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan
demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara mengalami
pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pertumbuhan populasi yang tinggi
maka akan menyebabkan sulitnya perekonomian negara dalam menyerap
tenaga kerja yang besar. Beberapa alasan untuk memecahkan
ketenagakerjaan yaitu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Untuk
membekali Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlu adanya pemahaman
tentang keuangan yang disebut dengan literasi keuangan.

Menurut Wahyunita (2019: 20-21), literasi banyak dipelajari secara
luas dalam berbagai bidang, termasuk tentang perilaku konsumen. Literasi
berhubungan dengan tingkat pengetahuan yang mana akan mempengaruhi
beberapa hal pada perilaku seseorang. Pengetahuan atau literasi merupakan
kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Literasi keuangan merupakan
kebutuhan yang mendasar akan seseorang tidak kesulitan dalam mengatur
keuangan mereka.

Literasi keuangan dapat diartikan menjadi melek keuangan oleh
beberapa pakar literasi. Menurut OECD-INFE, menjelaskan bahwa melek

keuangan sebagai berikut; “A combination of awareness, knowledge, skill,
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attitude, and behavior necessary to make sound financial decisions and
ultimately achieve individual well being” atau melek keuangan adalah suatu
kombinasi kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan
untuk membuat keputusan-keputusan yang pada akhirnya mencapai
kemakmuran individu (Khosasi, 2017:14). Literasi keuangan adalah suatu
proses yang mana menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola
dana yang mereka miliki dengan baik dan benar sesuai dengan pengetahuan
yang mereka dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik dimasa
mendatang.

Sedangkan literasi keuangan syariah adalah perluasan dari literasi
keuangan yang mana diantaranya adalah pengelolaan uang dan harta
(menabung untuk masa depan dan dana darurat), aspek perencanaan
keuangan masa depan (dana pensiun, investasi, asuransi), aspek bantuan
sosial (zakat, infag, wakaf, shodagoh). Menurut Otoritas Jasa Keuangan
(2014), literasi keuangan syariah adalah rangkaian proses atau aktivitas
untuk menambah kemampuan (skill), pengetahuan (knowledge), keyakinan
(confidence) masyarakat luas agar mereka mampu mengelola keuangan
dengan lebih baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Yussof (2015), literasi keuangan syariah harus berpedoman
pada syariat-syariat Islam yaitu berdasarkan hukum Islam. Ada tiga kategori
produk muslim, yaitu halal, haram dan mushbooh (syubha, shubhah dan
masbhuh). Dalam Bahasa Arab, halal berarti diizinkan, bisa digunakan dan

sah menurut hukum. Sedangkan haram berarti tidak diizinkan atau
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diperbolehkan, tidak bisa digunakan dan tidak sah menurut hukum.
Sedangkan mushbooh berarti hitam putih, masih dipertanyakan dan
meragukan, sebaiknya dihindari.

Konteks pembangunan literasi keuangan syariah diartikan bahwa
konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas
diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan
syariah, tetapi juga mengubah perilaku atau pola pikir masyarakat dalam
mengelola keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat literasi keuangan
yang tinggi berpotensi menambah nilai produktivitas lebih tinggi (Lubis,
2019: 23).

Menurut Dian Wahyunita (2019: 73), semakin baik tingkat literasi
keuangan syariah seseorang maka akan semakin baik pula manajemen
keuangan pribadinya. Seseorang yang mempunyai pemahaman keuangan
yang baik, maka mereka akan lebih memerhatikan keputusan keuangan
yang baik dalam menabung, mengelola uang masuk dan keluar, berhati-hati
dalam berhutang dan memerhatikan masa pensiun sejak dini.

Adapun menurut Agustianto dalam membangun literasi keuangan
syariah (bag. 2), mengemukakan bahwa prinsip-prinsip literasi keuangan
syariah yang dikembangkan dari cetak biru strategi nasional literasi
keuangan Indonesia, diantaranya adalah: pertama, universal dan inklusif:
program literasi keuangan syariah harus mencakup semua golongan,

rahmatan lil’alamin dan terbuka untuk semua agama dan golongan. Kedua,
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sistematis dan terukur: program literasi keuangan syariah disampaikan
secara terencana, sistematis, mudah dipahami, sederhana dan terukur.
Ketiga, kemudahan akses (taysir): layanan informasi terkait literasi
keuangan syariah yang tersebar luas pada wilayah Indonesia dan mudah
diakses.

Selanjutnya yang keempat adalah kemaslahatan: seperti halnya
sistem ekonomi Islam vyaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan
segala sesuatu bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan
menolak kemudharatan. Program literasi keuangan syariah harus membawa
manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, kolaborasi: program
literasi keuangan harus melibatkan seluruh stakeholders syariah serta
pemerintah yang bersama-sama dalam perencanaan dan implementasi.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai peran penting dalam
peningkatan literasi keuangan diantaranya adalah pemanfaatan remitansi.
Remitansi (remittance) dapat diartikan sebagai uang atau barang yang
dikirim oleh migran ke daerah asal mereka, sementara migran masih berada
ditempat tujuan. Sehingga Pekerja Migran Indonesia (PMI) selalu
mengirimkan paket terutama uang yang selanjutnya akan digunakan di
daerah asal. Uang tersebut yang selanjutnya akan menjadi dana kehidupan
sehari-hari keluarga di daerah asal.

Sehingga dapat diartikan bahwa remitan menjadi komponen penting
dalam meningkatkan mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di

daerah asal. Besarnya gaji yang diterima oleh Pekerja Migran Indonesia
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(PMI) di luar negeri tergantung pada jenis pekerjaan yang ditekuni. Adapun
pekerjaan formal mempunyai gaji lebih tinggi daripada pekerjaan informal.
Pekerjaan formal meliputi buruh pabrik, perkebunan atau pertanian, maupun
proyek kontruksi, sedangkan pekerjaan informal bekerja sebagai
penatalaksana rumah tangga (domestic helper). Ada pula kelompok pekerja
profesional hanya sebesar 1% yang meliputi konsultan, akuntan, guru atau
dosen, tenaga medis (Sari, 2016:53).

Menurut Dibyantoro dan Alie (2014: 319) bahwa pemanfaatan
remitan produktif meliputi biaya pendidikan, pembelian tanah, usaha,
sumbangan dan tabungan. Sedangkan, penggunaan remitan konsumtif
meliputi penggunaan yang berorientasi pada konsumsi jangka pendek
meliputi konsumsi, pembangunan atau renovasi rumah, pembelian
kendaraan bermotor dan elektronik. Dan pemanfaatan remitan sosial
meliputi bidang pendidikan, pemanfaatan keahlian, berpartisipasi dalam
politik desa. Sehingga bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dapat
memenuhi semua kebutuhan keluarganya dapat dikatakan berhasil di luar
negeri.

Keberhasilan beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar
negeri menyebabkan migrasi Internasional berulang. Adapun empat faktor
dominan yang menyebabkan migrasi Internasional berulang antara lain (1)
Penghasilan selama bekerja di luar negeri yang dikirim ke daerah asal hanya
cukup untuk kebutuhan konsumsi; (2) Mantan Pekerja Migran Indonesia

(PMI) sulit beradabtasi dengan kondisi ketenagakerjaan di daerah asal
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terutama keterbatasan kesempatan kerja dan upah yang rendah; (3)
Keterbatasan kemampuan berwirausaha dan; (4) Keberadaan jaringan sosial
yang mendukung terjadinya migrasi Internasional berulang (Noveria, 2017:
25).

Sehigga, meskipun perbedaan pengupahan atau pemberian gaji pada
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri merupakan hal yang biasa.
Karena setiap perusahaan atau isntansi atau lembaga lain atau rumah tangga
pasti ingin merekrut pekerja yang mempunyai skill untuk dapat bekerjasama
dengannya. Upah atau gaji yang dikirimkan akan dikirim ke daerah asal
yang mana pasti melewati lembaga keuangan untuk mengirimkannya.
Sebagai warga negara yang menggunakan jasa lembaga keuangan, perlunya
untuk mengetahui apa saja tentang lembaga keuangan yang digunakan.
Sehingga, dalam menggunakan salah satu produk dari lembaga keuangan
tidak akan salah atau tertipu dengan transaksi yang tidak sah.

Negara dengan jumlah penduduk muslim sebagai mayoritas ini perlu
mengetahui lembaga-lembaga keuangan syariah atau Islam. Hal tersebut
dibuktikan dengan literasi keuangan syariah sebagai acuan terbentuknya
pribadi yang mempunyai ketaatan dalam menjalankan syariat Islam.
Tingkat literasi keuangan syariah pada keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dapat diketahui dari keseharian dan bagaimana cara mereka
mengetahui keuangan syariah yang dimiliki. Apakah orang tersebut

mempunyai literasi keuangan syariah tinggi, sedang atau bahkan rendah.
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Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi
menjadi empat bagian, yaitu:

Tabel 2.4 Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia

Jenis Tingkat Literasi

NO. K Pengertian
euangan

1. Tingkat literasi tinggi Mempunyai pengetahuan dan
atau Well literate keyakinan tentang lembaga jasa
(75,69%) keuangan serta produk jasa keuangan,
termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak
dan kewajiban terkait produk dan jasa
keuangan serta mempunyai
keterampilan dalam  menggunakan

produk dan jasa keuangan.
2. Tingkat literasi sedang Mempunyai pengetahuan dan
atau Sufficient literate keyakinan tentang lembaga jasa
(21,84%) keuangan serta produk dan jasa

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan
risiko, hak dan kewajiban terkait
produk dan jasa keuangan.

3. Tingkat literasi rendah Hanya  mempunyai  pengetahuan

atau Less literate tentang lembaga jasa keuangan, produk
(2,06%) dan jasa keuangan.

4. Tidak mempunyai Tidak mempunyai pengetahuan dan
tingkat literasi atau Not | keyakinan terhadap lembaga jasa
literate (0,41%) keuangan serta produk dan jasa

keuangan, dan juga tidak mempunyai
keterampilan dalam menggunakan
produk dan jasa keuangan.

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2013

Tingkat literasi keuangan syariah sama saja dengan tingkat literasi
keuangan konvensional. Hanya saja yang membedakan adalah lembaga
keuangannya dan produk-produk dan layanan jasa yang ada didalamnya.
Tingkat literasi keuangan syariah ini menentukan bagaimana seseorang
dalam mengetahui keuangan syariah yang dimiliki dan juga bagaimana
seseorang dalam mengelola keuangan sehari-hari sesuai dengan prinsip-

prinsip syariat Islam. Maka dari itu perlunya mengetahui tujuan, manfaat
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serta komponen-komponen literasi keuangan syariah untuk menganalisis
lebih dalam literasi keuangan syariah pada keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI).

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan Syariah

Tujuan jangka panjang literasi bagi seluruh golongan
masyarakat, yaitu:

Pertama : meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya
less literate atau not literate menjadi well literate.

Kedua : meningkatkan jumlah pengguna produk dan
layanan jasa keuangan.

Tujuan (maghasid) dari literasi keuangan syariah adalah
supaya masyarakat luas dan konsumen dapat menentukan produk
dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka,
mengetahui manfaat dan risikonya, memahami hak dan kewajiban
serta meyakini produk dan jasa keuangan syariah dipilih untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip
syariah yang halal dan menguntungkan. Tujuan utama dalam
mengelola keuangan sesuai syariat Islam untuk kemashlahatan
dunia dan akhirat.

Sebagaimana dalam Al Qur’an Surah Al Bagarah 2 ayat 275:
sl e et s (oD 13k S B Y v 038 o
Sogle abalenl 5555 ) 4 4Ts o 2B 2ol G g 240 b
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gl 3 fagsdl J) Bireilss Call G ks (B0 '3:‘:?'435 RT3

EYVO 1 5,al O3 G A W LA
Allazina ya'kulunar-riba 1a yaqumuna illa kama yaqumullazi
yatakhabbatuhusy-syaitanu minal-mass, zalika bi‘annahum qala
innamal-bai'u mislur-riba, wa ahallallahul-bai'a wa harramar-riba,
fa man ja'ahu mau'izatum mir rabbihi fantaha fa lahu ma salaf, wa
amruhi ilallah, wa man 'ada fa ula'ika as-habun-nar, hum fiha
khalidun
Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya” (Q.S: Al Bagarah 2:275)

Berdasarkan Qur’an Surah Al Bagarah 2 ayat 275
menjelaskan tentang orang-orang yang memakan riba. Riba adalah
tambahan dalam muamalah dengan uang atau bahan makanan, baik
mengenai banyaknya atau mengenai waktunya. (Tidaklah bangkit)
dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang kemasukan
setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal
massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya
yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan
mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal
diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang
mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah

menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan
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mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya),
maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari
Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba
lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum
datangnya larangan dan doa tidak diminta  untuk
mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya
terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi)
memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang
halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di
dalamnya).

Bagi masyarakat Indonesia tujuan pembangunan literasi
keuangan syariah sangat dibutuhkan, diantaranya dapat
meningkatkan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang
literasi keuangan syariah. Dengan memahami literasi keuangan
syariah, masyarakat akan lebih mengenal produk-produk keuangan
syariah dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga
keuangan syariah. Dan juga masyarakat akan lebih cerdas dan
mampu memilih investasi yang halal dan menguntungkan, karena
saat ini banyak investasi yang bersifat gharar yang menyebabkan
kerugian.

Menurut Igtishad Colsulting, Dengan mendalami literasi
keuangan syariah dapat terhindar dari aktivitas pada instrumen

keuangan yang tidak jelas. Disamping itu, masyarakat juga dapat
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mengubah perilakunya dalam mengelola atau melakukan
perencanaan keuangan (financial planning). Masyarakat akan
dapat lebih mengatur keuangan mereka baik pemasukan hingga
pengeluaran yang diperoleh dari jerih payah mereka.

Selain itu, manfaat-manfaat dari literasi keuangan syariah
diantaranya adalah semakin banyaknya produk keuangan baru
yang terus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, maka perlu bagi masyarakat untuk semakin
melek terhadap keuangan formal. Keuangan syariah di Indoenesia
merupakan suatu hal yang masih tergolong baru dibandingkan
dengan keuangan konvensional. Beberapa tahun terakhir,
perkembangan keuangan syariah masih tergolong lambat, salah
satunya adalah minimnya edukasi keuangan syariah di masyarakat
sebagai bentuk upaya meningkatkan literasi keuangan syariah.
Sehingga masyarakat masih belum mengetahui secara penuh
manfaat pentingnya keuangan syariah di Indonesia.

Bagi industri keuangan, dengan mengetahui literasi
keuangan syariah dapat semakin meningkatkan potensi transaksi
keuangan yang dilakukan masyarakat pada Lembaga Jasa
Keuangan Syariah (LJKS). Sehingga menimbulkan potensi
keuangan yang besar dan dapat meningkatkan keberlangsungan
transaksi keuangan syariah pada masyarakat. Selain itu, dengan

mengetahui literasi keuangan syariah dapat memotivasi Lembaga
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Jasa Keuangan Syariah (LJKS) untuk mengembangkan produk dan
jasa keuangan syariah sesuai kebutuhan masyarakat.

Mengenalkan produk dan jasa keuangan syariah pada
masyarakat diharapkan dapat semakin memahami manfaat dari
pentingnya keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini
merupakan tugas yang berat dimana hingga saat ini masih sedikit
dari industri keuangan syariah yang memperkenalkan keuangan
syariah di tengah-tengah masyarakat.

Bagi masyarakat, manfaat mengetahui literasi keuangan
syariah adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan produk dan
jasa keuangan syariah yang dapat meningkatkan pertumbuhan
sektor riil, karena semua dana syariah diperuntukkan bagi sektor
riil. Sehingga dengan literasi keuangan syariah, masyarakat dapat
mengetahui manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan dengan
baik sehingga dapat terhindar dari investasi tidak jelas.

Meningkatnya minat masyarakat menabung dan
berinvestasi secara syariah, diharapkan perekonomian Indonesia
semakin stabil karena sistem keuangan syariah secara tegas
melarang adanya kegiatan riba dan maysir (spekulasi) yang dapat
merugikan masyarakat. Dan juga masyarakat dapat melakukan
perencanaan keuangan yang lebih baik.

Bagi ekonomi makro, manfaat literasi keuangan syariah

adalah semakin banyak masyarakat yang well literate dalam
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keuangan syariah maka semakin banyak jumlah pengguna produk
dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menciptakan pemerataan
kesejahteraan. Semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan
dana lembaga jasa keuangan syariah, intermediasi disektor jasa
keuangan syariah diharapkan semakin besar. Selain itu, semakin
banyak masyarakat yang menabung dan berinvestasi melalui
lembaga keuangan syariah, yang mana diharapkan meningkatnya
sumber dana untuk pembangunan untuk negara.
Komponen-Komponen Literasi Keuangan Syariah
Literasi keuangan syariah mempunyai komponen-komponen
untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI). Adapun komponen-komponen literasi
keuangan syariah diantaranya adalah:
1. Pengetahuan Keuangan (Financial Knowledge)
Pengetahuan Keuangan atau Financial Knowledge
adalah pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam
pengambilan keputusan keuangan (Chen dan Volpe, 1998).
Financial Literacy adalah pengetahuan keuangan dan
kemampuan untuk mengaplikasikannya (knowledge and
ability) (Vincentius dan Nanik, 2014). Setiono dan Setiawan
(2018) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan atau
pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai

lembaga jasa keuangan formal, produk dan layanan jasa
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lembaga keuangan syariah. Pengetahuan keuangan telah
terbukti mempunyai dampak yang signifikan terhadap
manajemen keuangan dan lebih konsisten ketika terjadi
berbagai macam kebijakan digunakan (Sarah, 2009).
Seseorang yang mempunyai pengetahuan keuangan lebih
cenderung berperilaku keuangan dengan cara-cara yang
bertanggungjawab secara keuangan (Hilgert et al, 2003).

Secara teoritis, pengetahuan Kkeuangan tentang
bagaimana pasar keuangan beroperasi harus menghasilkan
individu yang membuat keputusan lebih efektif.
Pengetahuan mengacu pada apa yang individu ketahui
tentang masalah keuangan mereka, diukur dengan tingkat
pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan
pribadi. Pengetahuan keuangan tidak hanya mampu
membuat seseorang lebih bijak dalam menggunakan
keuangan, akan tetapi juga memberi manfaat ekonomi.
Sehingga seseorang mempunyai pengetahuan keuangan yang
baik akan mampu menggunakan uang sesuai dengan apa
yang ia butuhkan (Widyaningrum, 2018: 19-20).

Menurut Diana Djuwita dan Ayus Ahmad (2018:
110), beberapa indikator dapat digunakan untuk menilai
tingkat literasi keuangan syariah adalah kepemilikan

rekening pada lembaga keuangan syariah. Adapun indikator-
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indikator untuk mengukur pengetahuan keuangan adalah
sebagai berikut:

a. Pengetahuan umum keuangan syariah

b. Tabungan dan pembiayaan

c. Investasi syariah

d. Asuransi syariah.
Perilaku keuangan (Financial Behavior)

Financial management behavior adalah kemampuan
seseorang dalam (perencanaan, penganggaran, pemeriksaan,
pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan)
dana keluar sehari-hari (Purwidianti, 2016: 142). Menurut
Soetiono dan Setiawan (2018:47) Perilaku keuangan atau
Financial Behavior  berhubungan dengan tujuan
menggunakan produk dan layanan jasa serta upaya untuk
mencapai tujuan keuangan syariah. Perilaku keuangan juga
berhubungan  bagaimana seseorang memperlakukan,
mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan yang
ada. Selain itu, mempunyai perilaku keuangan cenderung
efektif dalam menggunakan uang seperti membuat anggaran,
menghemat uang, mengontrol belanja, berinvestasi serta
membayar kewajiban tepat waktu (Nababan dan Sadalia,

2012).
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Perilaku keuangan adalah hasil dari struktur berbagai
ilmu. Struktur ilmu yang pertama adalah menganalisis proses
perilaku dan pikiran, bagaimana psikis ini dipengaruhi oleh
fisik, lingkungan eksternal manusia. Struktur ilmu kedua
adalah finances atau keuangan, termasuk didalamnya adalah
sistem keuangan, distribusi dan penggunaan sumber daya
alam. Struktur ilmu yang terakhir adalah sosiologi yang
sistematis dimana berisi tentang perilaku manusia dan
kelompok yang mana lebih menekankan pengaruh hubungan
sosial pada sikap dan perilaku masyarakat (Ricciardi dan
Simon dalam Bikas, 2012). Menurut Sari (2015: 174)
Indikator untuk mengukur perilaku keuangan adalah sebagai
berikut:

a. Membayar tagihan tepat waktu
b. Membuat anggaran pengeluaran dan belanja
c. Mencatat pengeluaran dan belanja
d. Menyediakan dana untuk pengeluaran tidak terduga
e. Menabung secara periodik
f. Membandingkan harga antar toko atau swalayan untuk
melakukan suatu pembelian.
Keterampilan Keuangan (Financial Skill)
Berkaitan dengan kemampuan menghitung produk

dan jasa lembaga keuangan, seperti menghitung bunga,
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tabungan, hasil investasi, biaya dan denda (Soetiono dan
Setiawan, 2018:47).
4. Tingkat Keyakinan Keuangan (Confidence)
Berkaitan dengan pengetahuan mengenai lembaga
keuangan syariah baik produk dan layanan jasa keuangan
syariah serta kepercayaan terhadap lembaga keuangan

syariah.

2.2 Literasi Keuangan Syariah Keluarga PMI Dalam Mewujudkan SDGs
Faktanya, globalisasi tidak hanya berdampak pada mobilitas
investasi, perdagangan, transfer teknologi, komunikasi, pertukaran budaya
dan politik, akan tetapi juga dapat mendorong migrasi tenaga kerja antar
negara. Menurut Rusell (2003), pada awalnya globalisasi menyebabkan
kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar negara, sehingga mempengaruhi
perbedaan tiap negara dalam menyerap tenaga kerja (Prihanto, 2014: 35).
Pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan
keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk
menciptakan kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pembangunan
ekonomi menggunakan sumber daya alam, energi dan sumber daya manusia
secara massif. Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah
pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
Pelaksanaan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada

25 September 2015 di New York, Amerika Serikat yang secara resmi telah
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mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai
kesepakatan pembangunan global. Acara tersebut dihadiri oleh sekurangnya
193 kepala negara hadir termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut
berpartisipasi dalam mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan
2030 untuk Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-
2030 ini telah menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs)
2000-2015 pada 2016 lalu.

Menurut Hoelman (2016: 9), tujuan Pembangunan Berkelanjutan
atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan, 169 target
pembangunan dan 241 indikator serta 5 pondasi utama yang terdiri dari
manusia (people), planet (planet), kesejahteraan (prosperity), perdamaian
(peace) dan kemitraan (partnership) yang diharapkan dapat mengakhiri
permasalahan mengenai kemiskinan, pencapaian kesetaraan, mengatasi
perubahan iklim sewaktu-waktu. Program SDGs mengakomodasi masalah-
masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik dalam sisi kualitatif
(mengakomaodir isu pembangunan yang tidak ada pada program (MDGSs)
maupun kuantitatif yang menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap
tujuan dan sasarannya.

Sehingga program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs) ini adalah program pembangunan
global yang dibentuk dengan mengedepankan prinsip no one left behind
(tidak ada yang tertinggal). Program SDGs ini dapat didefinisikan sebagai

pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa Kini tanpa mengurangi
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kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
SDGs merupakan pembangunan masa depan yang inklusif, berkelanjutan
dan tangguh bagi umat manusia dan bumi. Selama masa SDGs yang dimulai
tahun 2015 hingga 2030 dengan sasaran dan tujuan universal semua negara,
yang mana negara-negara akan memobilisasi semua usaha untuk
mengakhiri segala bentuk kemiskinan, melawan ketidaksetaraan dan
mengatasi perubahan iklim.

Salah satu negara yang masih banyak masyarakat miskin adalah
Indonesia yang saat ini masih menjadi negara berkambang. Pentingnya
sebuah literasi keuangan syariah pada masyarakat muslim terbesar ini untuk
mengatur segala keuangan pribadi mereka, khususnya bagi mereka yang
jauh dari keluarga seperti bekerja ke luar negeri. Indonesia sendiri
mempunyai jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikatakan cukup
banyak. Apalagi saat ini semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah
yang ada dengan mengenalkan produk-produk syariah unggulan mereka.
Sayangnya masih belum merata pemahaman masyarakat khusunya para
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengelola keuangan dari
hasil remitansi.

Terdapat tujuh belas tujuan atau goals pada program Sustainable
Development Goals (SDGs) seperti pada gambar 2.1 di bawabh ini. Dari tujuh
belas tujuan tersebut terdapat mecam-macam tujuan sesuai fungsi dan
permasalahannya. Mengenai permasalahan yang dialami oleh keluarga

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam mengelola dana remitansi sesuai



65

dengan syariat Islam diantaranya terdapat tiga tujuan dari SDGs yaitu No

Poverty (Menghapus Kemiskinan), Quality Education (Pendidikan yang

Berkualitas), dan Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan yang

Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar 2.1 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Adapun tiga tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGS)

terhadap literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia

(PMI), diantaranya adalah:

1.

Tanpa Kemiskinan

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun tempatnya
merupakan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang
pertama. Tujuan ini memastikan semua penduduk terutama
penduduk miskin dan rentan mempunyai hak setara mengakses
sumber ekonomi, kepemilikan dan akses pada lahan. Memastikan
semua masyarakat memperoleh akses teknologi. Selain itu,

membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk
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keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan
kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan,
ekonomi, sosial dan bencana.

Bagi masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) mayoritas adalah golongan keluarga
menengah ke bawah. Mereka yang bekerja sebagai Pekerja Migran
Indonesia (PMI) adalah jalan alternatif untuk mendapatkan uang
lebih banyak dibandingkan dengan bekerja di sawah atau sebagai
nelayan di tanah air. Yang mana gaji di persawahan tidak menentu,
semua tergantung musim, panen yang dilakukan juga tidak setiap
hari, belum lagi dengan hama yang menyerang tanaman di sawah.

Tidak mudah bagi banyak orang yang ingin mendapatkan
pekerjaan sesuai pada passionnya. Pengiriman Pekerja Migran
Indonesia (PMI) merupakan salah satu alasan pemerintah dalam
mengurangi tingkat pengangguran yang semakin besar di Indonesia.
Tingginya tingkat pengangguran menimbulkan masalah-masalah
yang signifikan bagi negara, sehingga perlu adanya solusi untuk
mengatasi hal tersebut. Pada hakikatnya pengiriman PMI ke luar
negeri dapat juga mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia.
Pendidikan Berkualitas

Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara,
serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

merupakan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke
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empat. Tujuan ini diharapkan pada tahun 2030 nanti secara
substansial dapat meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa
mempunyai keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan
kejuruan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.
Selain itu bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang belajar
mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan
untuk mendukung pembangunan berkelanjut. Adapun diantaranya
melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya
hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung
budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global, dan
apresiasi terhadap keberagaman budaya serta kontribusi budaya
kepada pembangunan berkelanjutan.

Salah satu alasan memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) adalah untuk biaya sekolah sanak keluarga di daerah asal.
Semua orang pasti ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang
terbaik atau ke perguruan tinggi demi tercapainya cita-cita yang
diharapkan. Biaya sekolah dan kuliah yang mahal menjadi
problematika bagi para orang tua untuk mencukupinya.

Tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dan program SDGs keempat ini saling terjadi
keterkaitan. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja keras
untuk dapat menyekolahkan sanak keluarga di daerah asal, sehingga

mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan belajar bagaimana



68

pengelolaan uang yang dimilikinya secara baik dan efisian. Di
sekolah atau perguruan tinggi merupakan cara efektif untuk
mengenalkan lembaga keuangan syariah khususnya yang ada di
Indonesia.

Sehingga pengelolaan keuangan berdasarkan syariat Islam
sangat baik bagi keluarga. Ketika mereka mempunyai pengetahuan
yang tinggi, mereka akan dapat dengan mudah mengelola keuangan
Khususnya bagi para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Peran lembaga keuangan syariah juga sebagai jembatan pada
seseorang yang ingin mengelola keuangan yang dimiliki sesuai
dengan syariat Islam.

Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang
kedelapan adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan, tenaga kerja yang merata dan produktif serta
mempunyai pekerjaan yang layak bagi semua orang. Tujuan ini
memperbaiki secara progresif perekonomian di negara-negara
hingga tahun 2030. Efisiensi sumber daya global dalam hal
konsumsi dan produksi serta berupaya untuk memisahkan
pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. Sesuai dengan
kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi

yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara-negara maju.
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Tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan
produktif, mempunyai pekerjaan yang layak bagi laki-laki dan
perempuan termasuk untuk kaum muda, kaum miskin hingga orang
disabilitas serta kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai
nilai sama. Selain itu juga, melindungi hak-hak pekerja dan
mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja,
kKhususnya bagi perempuan migran dan pekerja dalam situasi
genting. Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestik untuk
mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi dan
layanan pendanaan untuk semua orang.

Beberapa orang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) daripada menjadi pengangguran di negara sendiri. Dengan
upah atau gaji yang didapat lebih tinggi daripada bekerja di tanah air.
Sehingga hal tersebut dapat mencukupi segala kebutuhan rumah
tangganya dan juga untuk ditabung. Selain untuk mengurangi
pengangguran di dalam negeri, PMI dianggap salah satu sumber
pendapatan devisa negara. Maka dari itu, Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang sering disebut sebagai pahlawan devisa karena
menambah mata uang asing dikas negara. Pada umumnya PMI akan

mengirimkan sebagian penghasilannya ke tanah air.
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Peranan dan Kontribusi PMI Terhadap Perekonomian dan
Pembangunan

Tahun 2016, Bank Indonesia mencatat total kontribusi
remitansi PMI mencapai US$8,9 miliar atau sertara dengan Rp 118
triliun. Realisasi ini setara dengan satu persen dari Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu,
berarti hasil dari remitansi PMI melebihi capaian program amnesti
pajak di tanah air. Hal tersebut dapat digunakan untuk
pembangunan negara. Maka dari itu, PMI mempunyai peranan
besar dalam perekonomian dan pembangunan negara.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) mempunyai peran penting
dalam kemajuan perekonomian negara ini. Ketika PMI
mengirimkan uang ke tanah air terjadi sumbangan devisa negara
karena para PMI harus membeli rupiah dengan menggunakan mata
uang asing tersebut. Semakin banyak uang asing yang ditukarkan
dengan rupiah maka keuntungan bagi negara sendiri antara lain: 1)
bertambahnya simpanan uang asing yang menjadi sumber devisa,
2) kebutuhan terhadap rupiah meningkat sesuai hukum “supply and
demand” maka nilai mata uang rupiah akan menguat dibanding
mata uang asing.

Devisa menjadi salah satu pilar yang menunjukkan
kekuatan ekonomi sebuah negara. Semakin tinggi devisa yang

dikantongi sebuah negara, maka semakin kaya kekuatan ekonomi
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negara tersebut. Sumbangsih para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
tidak dapat dipandang sebelah mata, apabila ditinjau dari jumlah
remitansi atau uang kiriman PMI dari luar negeri. Sebagai
perbandingannya, remitansi dari buruh migran lebih tinggi
daripada jumlah dana yang dikumpulkan pemerintah melalui
program amnesti pajak.

Devisa sangat penting bagi negara. Dengan adanya devisa,
negara dapat membeli barang dari luar negeri atau mengimpor
barang, membayar hutang pokok maupun bunga utang luar negeri,
membiayai kegiatan-kegiatan perdagangan yang ada di luar negeri,
membiayai perwakilan luar negeri seperti duta besar atau
konsultan, serta membiayai atlit-atlit mengikuti suatu

pertandingan, studi banding dan masih banyak lagi.



BAB Il
DATA PENELITIAN

Latar belakang pemikiran dan teori yang membingkai penelitian ini sudah
dijelaskan dalam dua bab sebelumnya, pada bab ini akan berisi tentang kondisi
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) obyek penelitian.
Sumber daya alam yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
mendorong sumber daya manusia Yyang ada untuk mengelola dan
memanfaatkannya dengan penuh tanggungjawab. Selain itu pada bab ini juga akan
dijabarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti.

Pada BAB IlI ini menjalaskan tentang keadaan masyarakat yang ada di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
segala sesuatu mulai dari letak daerah, luas wilayah, keadaan penduduk hingga
kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, informasi mengenai Pekerja Migran
Indonesia (PMI) serta pemerintah yang memberikan argumen atau pendapat untuk
menunjang penelitian ini.
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Profil atau gambaran umum Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

ini, mengambarkan keadaan Kecamatan Ngantru secara umum baik dari

keadaan wilayah serta keadaan penduduk yang ada didalamnya.
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3.1.1 Letak Daerah

Kecamatan Ngantru merupakan salah satu kecamatan yang
berada di sebelah utara Kabupaten Tulungagung. Dari pusat
Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru berjarak kurang
lebih 8 km. Letak kantor kecamatan Ngantru berada di pusat
kecamatan yang mana sangat mudah dijangkau oleh setiap
masyarakat. Apabila ditinjau dari sisi geografis, letak Kecamatan
Ngantru Ngantru merupakan pintu masuk Kabupaten Tulungagung
dari arah Kabupaten Kediri apabila ditinjau dari utara, sedangkan
ditinjau dari timur merupakan pintu masuk Kabupaten
Tulungagung dari arah Blitar. Sedangkan dari disepanjang
wilayahnya disebelah selatan dan barat dilalui aliran sungai
brantas. Sehingga untuk menuju arah selatan dihubungkan dengan
sebuah jembatan yang biasa disebut jembatan Ngujang. Adapun

batas-batas wilayah Kecamatan Ngantru meliputi:

1. Sebelah utara : Kabupaten Kediri
2. Sebelah timur : Kabupaten Blitar
3. Sebelah selatan : Kecamatan Kedungwaru,

Kabupaten Tulungagung
4. Sebelah barat . Kecamatan Karangrejo,

Kabupaten Tulungagung
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Gambar 3.2 Peta Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Luas Wilayah

Kecamatan Ngantru menduduki peringkat keempat belas
dari sembilan belas kecamatan yang ada di Kabupaten
Tulungagung. Kecamatan yang ada diujung utara Kabupaten
Tulungagung ini mempunyai luas wilayah seluas 36,86 km? yang
terdiri dari tiga belas desa atau kelurahan dan terbagi menjadi
beberapa RT dan RW. Adapun luas wilayah disetiap desa di

Kecamatan Ngantru, meliputi:
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Tabel 3.5 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten

Tulungagung

No Desa Lua(skvr\'/llzl';\yah
1 | Pakel 2,51
2 | Pucung Lor 3,03
3 | Srikaton 2,81
4 | Padangan 4,61
5 | Pinggirsari 3,18
6 | Bendosari 2,50
7 | Ngantru 2,07
8 | Pulerejo 1,98
9 | Pojok 4,34

10 | Kepuhrejo 2,62

11 | Mojoagung 1,43

12 | Batokan 2,12

13 | Banjarsari 3,67

TOTAL 36,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

Ketiga belas (13) desa di Kecamatan Ngantru yang
mempunyai wilayah terluas adalah Desa Padangan dengan luas
4,61 km?, sedangkan wilayah terkecil adalah Desa Mojoagung
dengan luas 1,43 km?. Apabila ditinjau dari pusat Kecamatan
Ngantru, lokasi Desa Pakel mempunyai jarak paling jauh yaitu 9,5
km dari Kecamatan Ngantru. Ditinjau dari penggunaan lahannya,
sebagian besar wilayah atau lahannya merupakan sawah pertanian
yang mempunyai luas 1.173,23 Ha, dengan menggunakan
pengairan secara teknis seluas 802,34 Ha dan selebihnya tadah

hujan. Sedangkan untuk wilayah perumahan dan perkarangan
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seluas 1.308,35 Ha dan sisanya tegal atau ladang, tanah lapang,
jalan dan lain-lainnya.
Keadaan penduduk
Keadaan penduduk menggambarkan kondisi wilayah yang
mana berdomisilinya masyarakat yang terdapat dalam suatu
komunitas menunjukan kondisi dari suatu masyarakat. Keadaan
penduduk di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat
ditinjau dari jumlah dan kepadatan penduduk, pendidikan, mata
pencaharian masyarakat sekitar dan kepercayaan penduduk.
1. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terbagi
menjadi 13 desa, 113 Rukun Warga (RW) dan 362 Rukun
Tetangga (RT). Desa yang mempunyai RT terbanyak adalah
Desa Padangan dan Desa Bendosari, yang mana masing-
masing sebanyak 51 RT. Sedangkan yang mempunyai RT
paling sedikit adalah Desa Mojoagung yaitu sebanyak 10 RT.
Adapun jumlah penduduk Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung berjumlah 56.042 jiwa, yang mana jumlah
penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 27.976
jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan sejumlah 28.066
jiwa. (Tabel 1.1 Data Jenis Kelamin Penduduk di Kecamatan

Ngantru)
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2. Jumlah Penduduk berdasarkan Usia Produktif
Penduduk usia kerja di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung termasuk pada usia 15-64 tahun. Pekerjaan yang
ditekuni oleh masyarakat pun berbeda-beda, ada yang bekerja
di daerah sendiri, luar kota, luar pulau hingga beberapa
masyarakat memilih bekerja di luar negeri.

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Usia Produktif

No | Penduduk Usia Kerja Jenis Kelamin Jumlah
(Tahun)
L P

1 [15-29 6.040 | 5.834 | 11.874
2 [30-44 6.523 | 6.531 | 13.054
3 |45-59 4953 | 5175 | 10.128
4 | 60-64 1.166 | 1.119 | 2.285

Total 18.682 | 18.659 | 37.341

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
2019

Sehingga jumlah usia kerja di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung berjumlah 37.341 jiwa dengan rata-

rata usia antara 15 hingga 64 tahun.

3. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terdapat
tujuh tempat pendidikan. Adapun sekolah yang terdapat di
Kecamatan Ngantru diantarnya adalah TK, RA, SD, MI, SMP,

MTS, dan MA.
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Sekolah
No Desa MIAT
TK | RA| SD | Ml | SMP | MTS SMA

1 | Pakel 26 | 42 | 103 | 130 - - -

2 | Pucung Lor 29 | 60 | 68 | 156 - 106 -

3 | Srikaton 74 - 338 - 274 - -

4 | Padangan 118 | 27 | 448 | 172 - - -

5 | Pinggirsari 28 | 28 | 264 | 135 - - 151

6 | Bendosari 64 | - 502 - - - -

7 | Ngantru 89 | - 208 - 996 - -

8 | Pulerejo 42 | 24 | 288 | 166 - 762 -

9 | Pojok 98 | 22 | 361 | 105 - - -
10 | Kepuhrejo 50 | - 369 - - - -
11 | Mojoagung 32| - | 175 | - - - -
12 | Batokan 52 - 229 - - - -
13 | Banjarsari 59 | 25 | 291 | - - - -

TOTAL 761 | 228 | 3.644 | 864 | 1.270 | 868 151

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

2019

Pendidikan menjadi hal terpenting dalam membangun

Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul dan maju.

Sangat dibutuhkan tenaga pendidik yang kompeten untuk

membentuk karakter anak bangsa. Di Kecamatan Ngantru

sendiri masih minim Sekolah Menengah Atas (SMA), karena

mayoritas SMA berada di pusat kota, sehingga membutuhkan

waktu 15-30 menit untuk pergi ke kota. Disisi lain banyaknya

Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) sangat

mendominasi di Kecamatan Ngantru.
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4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Masyarakat di Kecamatan Ngantru mempunyai

bermacam-macam pekerjaan atau mata pencaharian

diantaranya adalah:

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No Jenis Pekerjaan Jumlah Pekerja

(Jiwa)

1 | Pertanian 11.262
2 | Pertambangan/Penggalian 169
3 | Industri Pengolahan 887
4 | Listri, Gas dan Air 60
5 | Kontruksi dan Bangunan 915

6 | Perdag., hotel dan restauran 1.860
7 | Angk. dan Komunikasi 335
Keuangan, persewaan dan 953

8 | J.Prsh

9 | Jasa-Jasa 780
10 | Lain-Lainnya 925

TOTAL 17.446

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngantru
didominasi oleh petani. Karena, di Kecamatan Ngantru
mempunyai lahan sawah dan ladang yang sangat luas. Posisi
mata pencaharian lain yang banyak ditekuni oleh masyarakat

adalah perdagangan, hotel dan restauran. Banyak dari

masyarakat memilih  untuk berdagang demi

yang
menyambung hidup yang lebih baik. Ataupun membuka
sebuah warung dan restoran yang mana setiap orang pasti

membutuhkannya.
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5. Jumlah penduduk berdasarkan agama atau kepercayaan
penduduk
Penduduk di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung mempunyai keberagaman kepercayaan yang
berbeda-beda. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan
kepercayaan atau agama, meliputi:

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama atau

Kepercayaan
No Jenis Pekerjaan Jumlah Pekerja
(Jiwa)
1 | Islam 55.139
2 | Katolik 29
3 | Kristen 2905
4 | Hindu _
5 | Budha _
TOTAL 55.627

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh gambaran
umum bahwa jumlah penduduk dengan kepercayaan agama
Islam mendominasi dengan jumlah 55.139 jiwa. Sedangkan

tidak ada penduduk yang beragama Hindu dan Budha.
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3.2 Data Informan Penelitian

Data penelitian ini diambil dari hasil wawancara atas draft
pertanyaan yang telah diajukan kepada beberapa informan. Sumber
informasi dalam penelitian ini adalah keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dan pemerintahan baik di Kecamatan Ngantru ataupun Kabupaten
Tulungagung. Informasi yang didapatkan peneliti dari informan akan
dianalisis dan diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.
Berikut informan yang mempunyai status sebagai keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI):

Tabel 3.10 Data Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kecamatan

Ngantru Kabupaten Tulungagung

SUMBER
NO. INFORMAGSI JENIS KELAMIN PEKERJAAN

1. | Informan 1 Perempuan Pedagang

2. | Informan 2 Laki-Laki Pensiun PNS

3. | Informan 3 Perempuan Ibu Rumah Tangga
4. | Informan 4 Laki-Laki Buruh Tani

5. | Informan 5 Perempuan Ibu Rumah Tangga
6. | Informan 6 Laki-Laki Buruh Tani

7. | Informan 7 Perempuan Ibu Rumah Tangga

Sumber: Wawancara langsung dan tidak langsung dengan informan
Keterangan:
1. Informan 1 merupakan istri dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Saat
ini beliau bekerja sebagai pedagang. Suaminya bekerja sebagai

Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 10 tahun. Informan 1
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mempunyai sebuah toko dirumah untuk menambah penghasilan.
Beliau tinggal bersama anaknya yang saat ini sedang menempuh
pendidikan di perguruan tinggi.

Informan 2 adalah orang tua dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau tinggal
dirumah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anaknya
bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 5 tahun. Saat
ini Informan 2 tinggal bersama anak pertama dan menantunya serta
anak bungsunya. Saat ini, anak bungsunya bekerja sebagai asisten
bidan.

Informan 3 adalah istri dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Suaminya bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) selama 5 tahun. Saat ini Informan 3 tinggal
bersama ketiga anaknya dirumah.

Informan 4 adalah suami dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Saat ini,
beliau bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan istrinya bekerja sebagai
Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 7 tahun. Informan 4 tinggal
bersama ketiga anaknya dirumabh.

Informan 5 adalah istri dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau

bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan suaminya bekerja
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sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 5 tahun. Informan 5
tinggal bersama kedua anaknya dirumah.

Informan 6 adalah suami dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau
bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan, istrinya bekerja sebagai
Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 10 tahun lebih. Saat ini
informan 6 tinggal bersama kedua anaknya dirumah.

Informan 7 adalah istri dari salah satu Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Beliau
bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan, suaminya bekerja
sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama 5 tahun. Beliau

tinggal bersama ketiga anaknya dirumah.

Selain itu, terdapat data informan yang merupakan pegawai

pemerintahan di Kecamatan Ngantru ataupun Kabupaten Tulungagung:

Tabel 3.11 Data Pemerintah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

SUMBER JENIS
NO. INFORMASI KELAMIN INSTANSI
DISNAKERTRANS

1. | Informan 8 Perempuan Kabupaten Tulungagung
2 | Informan 9 Perempuan Kantor Kecamatan Ngantru

' P Kabupaten Tulungagung

Sumber: Wawancara langsung dengan informan
Keterangan:

1. Informan 8 berkerja pada Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan

Kerja Dan Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Tulungagung.
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2. Informan 9 adalah Staf PMD di kantor Kecamatan Ngantru Kabupaten

Tulungagung.

3.3 Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diambil dari informasi yang disampaikan
beberapa informan baik dari keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan
pemerintahan di Kabupaten Tulungagung.

1. Implementasi Peran Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemiskinan
merupakan masalah besar bagi setiap pemerintah dalam upaya
membangun suatu bangsa. Seperti pada tujuan Pembangunan Nasional
yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
menyatakan bahwa salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah
meningkatkan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan
bangsa. Sejalan dengan itu, Sumber Daya Manusia (SDM) seharusnya
diimbangi dengan sarana pendidikan dan tenaga guru yang memadai.
Hal tersebut dapat membantu dalam penanganan masalah ekonomi,
sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung adalah di sektor pertanian. Luasnya daerah

persawahan menjadi faktor utama yang menyebabkan seseorang untuk
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bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Hingga saat ini jumlah
masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 11.262 jiwa (Tabel
3.8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian). Menjadi
seorang petani dirasa mempunyai pendapatan yang tidak sebanding
dengan pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Pendapatan dari bertani
yang tidak menentu menyebabkan beberapa masyarakat memutuskan
untuk beralih pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang saat ini terus
bertambah adalah menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Adapun jumlah masyarakat yang bekerja sebagai Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang
tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tulungagung tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Tahun

2019-2020
) ) 2019 - 2020 (Maret)
No Jenis Kelamin Jumlah
Informal | Formal
1 | Laki-Laki 0 60 60
2 | Perempuan 129 11 140
TOTAL 129 71 200

Sumber: Data Pusat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tulungagung 2020
Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di atas yang tercatat
dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung
tahun 2019-2020. Hanya saja ada beberapa pihak yang tidak

melaporkan pemberangkatan di DISNAKERTRANS Kabupaten
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Tulungagung, sehingga memilih untuk mengikuti jalur ilegal yang
dirasa prosesnya lebih cepat dan mudah. Bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) sudah menjadi pilihan setiap anggota keluarga.
Hal tersebut sudah melalui keputusan bersama dengan
mempertimbangkan segala risiko yang ada.

Adanya salah satu anggota keluarga yang bekerja sebagai
Pekerja Migran Indonesia (PMI), diharapkan keadaan perekonomian
keluarga tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pemanfaatan
remitansi menjadi indikator penting dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Remitansi dalam konteks migrasi di negara-negara
berkembang sebagai upaya migran dalam menjaga keberlangsungan
ikatan sosio-ekonomi di daerah asal, meskipun secara geografis mereka
terpisah jauh. Selain migran mengirim remitan karena mengenai moral
maupun sosial, mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap
keluarga yang ditinggalkan.

Hasil dari remitan yang lebih sering berupa uang tersebut untuk
keluarga di tanah air akan dikirimkan melalui lembaga keuangan yang
ada di negara tujuan. Lembaga keuangan yang telah dipercayai oleh
nasabah menjadi faktor penting dalam keamanan dan kepercayaan.
Remitansi yang dikirimkan ke Indonesia bisa di transfer pada bank
konvensional ataupun bank syariah yang ada di Indonesia.
Membumikan pengetahuan tentang bank syariah yang ada di Indonesia

saat ini menjadi minat tersendiri bagi masyarakat untuk membuat
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tabungan syariah dalam kehidupan mereka. Akan tetapi yang perlu
diperhatikan adalah apakah masyarakat sudah benar-benar memahami
tentang keuangan syariah atau tidak.

Kemampuan untuk mengelola keuangan lebih baik setiap
individu berbeda. Dibutuhkan pemahaman yang khusus supaya
keuangan lebih terkontrol antara pemasukan dan pengeluaran. Bagi
masyarakat sendiri tidak mudah mengatur keuangan secara teratur.
Perlunya bantuan dari lembaga keuangan bagi masyarakat yang dapat
memberikan solusi serta saran atas keuangan mereka. Seperti halnya
seperti hasil wawancara dengan tujuh orang informan yang dilakukan
peneliti bahwa rata-rata keluarga mereka yang bekerja sebagai Pekerja
Migran Indonesia (PMI) minimal lima tahun di luar negeri.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 1 melalui
wawancara langsung bahwa:

“Suami saya sudah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
hampir 10 tahun ini mbak di Malaysia. Alhamdulillah setiap hari selalu
kasih kabar, kadang telpon kadang juga video call”

Awal perjalanan yang berat ketika ditinggalkan oleh keluarga
untuk bekerja ke luar negeri. Penyesuaian kehidupan yang tidak seperti
biasanya menyebabkan beban psikis dan rasa ingin selalu bersama
keluarga pun ada. Akan tetapi, apabila tidak bekerja sebagai salah satu

Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan sulit untuk meningkatkan
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perekonomian keluarga sehingga sesama anggota keluarga harus saling
memberikan dukungan.

Migrasi Internasional para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
diharapkan dapat mendapat penghasilan yang layak. Pengiriman dana
atau gaji kepada keluarga yang ada di daerah asal merupakan sebuah
kewajiban bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara tujuan.
Pengiriman remitansi dilakukan tergantung situasi yang ada di sana
ataupun kebutuhan yang ada di tanah air. Seperti yang diungkapkan
oleh informan 2 yang mana selalu menerima remitansi dari anaknya.
Beliau mengatakan bahwa:

“Iya, dia selalu mengirim uang ke rumah. Kadang sebulan sekali, dua
bulan sekali hingga tiga bulan sekali. Ya tergantung kondisi di sana juga
mbak. Setelah itu, saya mengambilnya ke bank.”

Remitansi yang telah dikirimkan dari luar negeri tersebut
digunakan untuk keperluan di daerah asal. Baik digunakan untuk
kebutuhan konsumtif ataupun digunakan untuk kebutuhan produktif,
Untuk mengatur segala pengeluaran yang ada di tanah air, sudah
menjadi tugas dari keluarga yang menerimanya. Bagaimana cara
mereka memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Informan
3 menjelaskan bagaimana beliau mengatur remitansi dari suaminya.
Melalui wawancara langsung beliau mengatakan bahwa:

“Kebutuhan sehari-hari ya untuk makan, beli jajan anak-anak, uang

jajan sekolah, beli baju pas lebaran, juga baru renovasi rumah ini mbak.
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Kalo untuk simpanan ya ada punya tabungan konvensional, yang pasti
buat anak-anak sekolah karena biaya sekolah mahal”

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Informan 4,

bagaimana beliau menggunakan dana remitansi tersebut yang
dikirimkan oleh istrinya. Beliau mengungkapkan bahwa:
Untuk membangun rumah ini mbak, Alhamdulillah. Lalu biaya sehari-
hari buat makan, membeli kebutuhan pokok, beli sandang atau baju,
uang saku anak-anak, beli perabot rumah juga. Dan sekarang bisa
menyekolahkan sampai anak pertama sampai Universitas yang dua
masih SD, sebagian ada yang di tabung juga untuk jaga-jaga dana masa
depan.

Remitansi menjadi hal terpenting dalam salah satu alasan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja di luar negeri. Apalagi saat ini
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung semakin banyak. Berdasarkan hasil wawancara, informan
6 mengungkapkan bahwa harapan untuk pemerintah adalah:
“Berharap selalu melindungi para pekerja migran di luar negeri, apalagi
imbas keuntungan untuk negara juga banyak. Ya semoga pemerintah
lebih terbuka dan mempercayai pekerja di tanah air sendiri sehingga
dapat membuka peluang pekerjaan baru.”

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung merupakan muslim. Sehingga perlu untuk mengenal
keuangan syariah yang ada di Indonesia. Meskipun keuangan syariah
masih dipandang rendah atau diacuhkan, akan tetapi suatu saat akan

berkembang pesat apabila warga mengetahui keuntungan dari

keuangan syariah tersebut.
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Disisi lain literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia
masih sangat rendah dibandingkan dengan literasi keuangan
konvensional. Literasi keuangan syariah yang meliputi pengetahuan
tentang simpanan atau pembiayaan pada perbankan syariah atau non
bank syariah/investasi ~ syariah/arisan  syariah serta pernah
meminjamkan dana tanpa bunga, dan lain-lain. Seperti halnya keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi objek penelitian ini.
Informan 5 mengungkapkan bahwa:

“Tidak punya, hanya satu tabungan saja dan tidak pernah mengikuti
apapun. Arisan pernah hanya kecil-kecilan, syariah-syariah gitu nggak
ada mbak.”

Sama halnya dengan informan ke 6 dan ke 7 yang tidak
mengetahui tentang keuangan syariah. Mereka hanya mengetahui
keuangan konvensional. Disisi lain ada dua keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang mengetahui tentang keuangan syariah.
Penggunaan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari sudah
mulai menjadi kebiasaan mereka yaitu informan 1 dan informan 2,
Seperti halnya yang dinyatakan informan 1, bahwa:

Untuk pengiriman uang dari bapak, saya masih menggunakan tabungan
konvensional mbak. Soalnya kalau tabungan syariah banknya jauh.
Jadi, saya memilih menggunakan tabungan konvensional. Biasanya
bapak juga mengirimkan uangnya ke rekening anak saya, jadi anak saya
yang mengirimkan ke saya. Anak saya juga mempunyai tabungan

syariah. Kemarin saya juga ditawari dia, tapi saya pertimbangkan dulu
saja.
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Hal tersebut disambung oleh pernyataan anak dari informan 1.
la mengatakan bahwa:
“Ilya saya menggunakan dua jenis tabungan yaitu tabungan BNI
Konvensional dan tabungan BNI Syariah. Awalnya saya disarankan
teman saya untuk membuka tabungan syariah. Karena beberapa
alasan.”

Sama halnya diungkapkan oleh anak bungsu dari informan 2
juga menggunakan salah satu produk syariah. la mengatakan bahwa:

Sebenarnya saya sangat awam terhadap syariah. Kemarin teman saya
mengajak membuka tabungan emas di Pegadaian Syariah tahun 2019
kemarin. Dia sedikit menjelaskan tentang tabungan tersebut. Dan
akhirnya saya tertarik karena memang ada rasa ingin tahu. Kalau untuk
pengiriman uang dari kakak saya, saya masih menggunakan tabungan
konvensional, soalnya belum mengetahui bagaimana tabungan syariah
itu.

Beberapa hal yang menyebabkan keluarga informan 1 dan
informan 2 memutuskan menggunakan keungan syariah untuk
beberapa hal. Seperti yang diungkapkan oleh anak dari informan 1 yang
telah menggunakan tabungan syariah, bahwa:

Kalau BNI Konvensional saya ambil sehari-hari. Sedangkan BNI
Syariah saya gunakan untuk menyimpan uang, karena di BNI Syariah
tidak ada pajak atau biaya administrasi atau potongan setiap bulannya
jadi enak pakai BNI Syariah. Setiap ayah saya mengirim uang kepada
ibu saya dan ibu saya memberikan uangnya kepada saya, dua tabungan
ini saya fungsikan. Jadi, 70 persen saya masukan ke BNI Konvensional
untuk kebutuhan sehari-hari karena ATM BNI Konvensional banyak
dimana-mana. Sedangkan 30 persen dari pemberian ibu saya simpan di
BNI Syariah, karena uang tidak akan berkurang sedikitpun. Apabila
nggak gitu, saya nggak punya simpanan.
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Anak dari informan 2 yang awalnya ragu menggunakan produk
lembaga keuangan syariah akhirnya memutuskan menggunakan produk
tersebut untuk beberapa alasan, ia mengatakan bahwa:

lya istilahnya untuk investasi mbak, tabungan masa depan. Saya sedikit
mengetahui tabungan emas yang katanya teman saya juga bisa
dilakukan di pegadaian konvensional. Jadi nabung juga bisa, transfer
juga bisa. Nabungnya itu ada minimalnya mbak, sebesar harga emas
kalau tidak salah. Tentang bagi hasil saya kurang begitu paham.
Pokoknya untuk investasi jangka panjang gitu.

Salah satu produk syariah yang digunakan juga menarik
minatnya untuk bergabung menggunakan produk syariah. Hal ini
diungkapkan anak dari informan 1, bahwa:

Awalnya pas buat dulu saya bilang ke mbak CS nya mau buat tabungan
duh apa ya mawadah, oh bukan. Tabungan wadi’ah maksudnya.
Soalnya akad-akad yang digunakan banyak jadi saya taunya wadiah aja,
sehingga kita hanya titip uang saja atau istilahnya nabung dan juga tidak
ada potongan admin setiap bulannya. Untuk pembiayaan, saya belum
pernah melakukannya. Jadi hanya nabung saja. Dulu saya mikir
ngambil uang jauh apalagi bank syariah adanya di kota. Sedangkan
rumah kita ada diujung utara Kabupaten Tulungagung. Ternyata setelah
saya tanya-tanya bisa ngambil uang dimana saja, hanya saja nanti dapat
denda sekitar 3.500an, ya bagi saya tidak masalah. Selain itu untuk
menabung pun bisa di bank lain hanya saja tujuannya ke BNI Syariah.
Kan sebenarnya sama, jadi kaya anaknya bank pusat atau bank induk
gitu pas aku tanya-tanya dulu. Lalu melepaskan diri dari bank induk, ya
karena programnya berbeda-beda.

Selain itu, dampak serta harapan masyarakat khususnya keluarga

Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu sendiri seperti yang diungkapkan
anak dari informan 2, yaitu:

“Dampaknya ya supaya aman dan tidak terjebak investasi yang tidak
jelas. Saya kurang begitu paham sebenarnya, katanya kalo harga emas
naik maka keuntungan juga naik.”

Sambung informan 2, mengatakan bahwa:
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“Saya berharap ada sosialisasi dari pihak bank mengenai tabungan
syariah, apabila pingin masyarakat lebih tahu. Kan orang-orang
pahamnya bank konvensional. Apalagi di Kecamatan Ngantru adanya
hanya bank konvensional.”

Hal yang sama juga dinyatakan dengan pendapat keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu informan 1. Anak dari informan
1 ini mengungkapkan manfaat yang dirasakan setelah menggunakan
tabungan syariah melalui wawancara langsung:

Kembali lagi ke tujuan awal saya tadi, yaitu menghemat. Saya
menggunakan tabungan wadiah BNI Syariah untuk menyimpan uang
supaya tidak berkurang sedikitpun. Kalo masalah pembiayaan sebenere
belum paham. Ya emang fokusku di tabungan, ya menguntungkan di
aku menguntungkan di bank juga. Jadi kayak ada simbiosis
mutualisme, saya menabung aman tanpa potongan per bulan dan pihak
bank memperoleh nasabah.

Selain itu, ia juga mengungkapkan harapan untuk lembaga
keuangan keuangan syariah bahwa:

Masyarakat desa mayoritas mempunyai tabungan konvensional. Hal itu
dikarenakan lokasi bank syariah yang saat jauh dari Kecamatan Ngantru
khususnya. Sehingga pemahaman masyarakat tentang keuangan
syariah masih minim, taunya hanya bank konvensional saja. Saya juga
memberi saran ke ibu saya untuk membuat tabungan syariah karena
sistemnya ya cukup baik. Saya juga mmemutuskan untuk membuat
buku tabungan syariah itu juga atas izin ibu. Selain itu hal yang
disayangkan adalah masih ada beberapa pegawai yang belum
memahami betul tentang syariah. Setahu saya pegawai bank mayoritas
lulusan dari non ekonomi, ada juga yang teknik, pendidikan dan lain-
lain.

Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
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Tingkat literasi keuangan syariah dinilai mempunyai pengaruh
terhadap manajemen keuangan pribadi. Kehadiran lembaga jasa
keuangan syariah telah menarik perhatian masyarakat Indonesia yang
mayoritas beragama Islam. Upaya memperkenalkan layanan keuangan
syariah telah dilakukan oleh perbankan syariah melalui berbagai
kegiatan ditempat-tempat publik termasuk sekolah dan perguruan
tinggi. Disisi lain, potensi dan pertumbuhan industri keuangan syariah
sangat besar tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang
mempunyai kompetensi di bidang industri keuangan.

Keuangan syariah di Indonesia mempunyai potensi yang sangat
besar, namun rendahnya literasi keuangan syariah membuat potensi
semakin kurang optimal. Program strategis harus dilakukan guna
mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi
keuangan syariah dalam meningkatkan literasi dan preferensi
masyarakat. Tujuan literasi keuangan tidak hanya agar tercapai dengan
optimal jika faktor eksternal lain tidak mendukung. Faktor eksternal
berpotensi mempengaruhi keberhasilan literasi keuangan syariah antara
lain: pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, distribusi
pendapatan, tingkat kemiskinan masyarakat, tingkat pendidikan
masyarakat, komposisi penduduk usia produktif dan pemanfaatan
teknologi informasi (OJK, 2016).

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang

lembaga jasa keuangan syariah. Salah satunya para keluarga Pekerja
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Migran Indonesia (PMI). Pekerja yang sering disebut sebagai pahlawan
devisa negara Indonesia ini mempunyai peran penting dalam
perekonomian di Indonesia. Pentingnya literasi keuangan syariah
mencerminkan pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif
mengenai keuangan. Seperti halnya keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang
bagaimana pengelolaan keuangan pribadi mereka dan lembaga
keuangan yang mereka gunakan.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 7 yang saat ini
bekerja pada Bidang Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan
Transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Tulungagung tentang semakin meningkatnya Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kabupaten Tulungagung:
Saya kira begini, setiap orang berhak mempunyai pekerjaan dan
penghidupan yang layak menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Menjadi PMI adalah salah satu pilihan. Mencari pekerjaan adalah hak
buat mereka dan bekerja apapun termasuk PMI adalah pilihan. Pilihan
apapun itu pemerintah wajib memfasilitasi masyarakatnya. Salah satu
pilihan masyarakat Tulungagung adalah menjadi PMI. Jadi nggak
masalah banyak, karena pilihan mereka menjadi PMI. Mungkin karena
salah satunya pemerintah sampai saat ini, bukan Tulungagung saja saat
ini belum bisa memberikan peluang kerja yang mereka butuhkan.
Karena kadang-kadang peluang pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan
skill mereka. Akhirnya salah satu dari mereka memilih menjadi PMI.
Itupun tidak salah.

Sehingga untuk menyikapi banyaknya PMI yang sedang di luar

negeri ataupun PMI purna dan keluarganya maka pemerintah membuat

suatu program. Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan PMI,
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PMI Purna dan keluarganya seperti yang disampaikan lbu Trianing,
bahwa:

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah Kabupaten Tulungagung
untuk PMI adalah membuat LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap). Jadi
PMI tidak kesulitan dalam mengurus pemberkasannya, kemudian
PAPnya dan sebagainya cukup di LTSA. ltulah salah satu bentuk
perlindungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap PMI,
supaya tidak tertipu oleh calo, pengurusan pemberkasannya tidak jauh,
tidak membutuhkan uang yang banyak. Kemudian pemberdayaan untuk
PMI purna dan keluarganya itu sebetulnya mereka mempunyai modal
setelah menjadi PMI tetapi rata-rata dari mereka tidak mempunyai skill
tidak mempunyai keterampilan. Bagaimana cara memanfaatkan uang
yang dimiliki sehingga menjadi sesuatu yang produktif seperti
berwirausaha misalnya. Oleh karena itu kami berdayakan lewat
pembentukan kelompok-kelompok kami latih masalah kewirausahaan,
kami tambah skill, kami bantu ilmu pemasaran dan kami link kan
dengan permodalan. PMI purna dan keluarganya di desa-desa di
Kabupaten Tulungagung.

Program-program yang telah dilaksanakan di pemerintahan
kabupaten diharapkan juga mampu mewujudkan program Sustainable
Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-1 tentang
pemberantas kemiskinan, tujuan ke-4 tentang pendidikan yang inklusif,
dan tujuan ke-8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan
ekonomi. Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Triningsih melalui
wawancara langsung bahwa:

PMI Tulungagung itu sampai saat ini Alhamdulillah sudah meningkat
gradenya. Artinya apa, tinggal 40% PMI informal yang pembantu
rumah tangga itu biasanya pendidikannya rendah, yang formalnya
sudah 60%. Artinya apa, pemerintah di Tulungagung sudah bagus
mereka sudah bekerja formal. Plus 2% sudah bekerja mandiri, artinya
mereka berpendidikan tinggi, mereka bisa cari kerja sendiri di luar
negeri, pendidikan PMI di Tulungagung sudah semakin bagus dan PMI
yang sudah formal. Fungsinya jika kita melarang tidak boleh karena
pilihan mereka, bahkan Tulungagung diuntungkan dengan adanya PMI
ke luar negeri karena remitan kita kita satu tahun dua triliun dengan
rata-rata pemberangkatan PMI sejumlah 6.000 jiwa. Dengan dua triliun
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itu perputaran uang di Tulungagung itu bagus atau disebut pahlawan
devisa. Walaupun dibalik itu dampak sosialnya tentu saja berkurang,
pencapaian, kehidupan yang glamor.

Sehingga ada beberapa solusi yang diungkapkan oleh informan
7 tentang fenomena banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai
Pekerja Migran Indonesia (PMI), melalui wawancara langsung beliau
mengatakan bahwa:

Dengan mendatangkan investor di Tulungagung, banyak perusahaan
yang didirikan di Tulungagung, akhirnya mereka tidak perlu berangkat
di luar negeri sudah bisa bekerja di Tulungagung. Tapi sayangnya UMR
di Tulungagung tidak ada dua juta, sementara PMI itu yang dicari gaji
besar. Itu sebetulnya kami sudah selalu sosialisasikan, tetapi kembali
lagi pilihan.

Selain itu, informan 7 juga berpendapat tentang lembaga
keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini. Karena sebagian
masyarakat yang sudah mengenal tentang keuangan syariah. Melalui
wawancara langsung, informan 7 mengungkapkan bahwa:

Kalo saya secara pribadi oke, lembaga keuangan syariah oke, saya juga
orang Islam. Tetapi ini masih menjadi satu perdebatan bahwa keuangan
syariah hanya labeling saja. Keuangan syariah masih brand saja.
Memanfaatkan situasi, memanfaatkan syariah saja. Keuangan syariah
yang betul betul syariah itu bagus. Tapi kalo hanya sekedar brand saja,
labeling saja itu mengecewakan. Tapi saya merasakan sendiri, BMT
dan sebagainya itu masih berbicara di akad tapi dibalik akad itu bila
merugikan, menyulitkan, karena orang yang datang ke bank pasti orang
butuh. Ketika dia butuh kepepet apalagi disodorkan kapan saja akadnya
pasti akan siap.

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh informan 8 yang saat ini
bekerja sebagai Staf PMD di kantor Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung, melalui wawancara langsung beliau mengatakan bahwa:

Harapan untuk PMI pasti bisa mandiri bekerja di daerahnya sendiri dan
tidak kembali keluar negeri dengan memberikan peluang dan
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kemudahan serta pembinaan agar bisa mandiri di asal daerahnya.
Membuka peluang seluas-luasnya. Misalnya dengan membuka atau
memberikan tempat atau wadah atau unit usaha disetiap desa seperti
halnya dibuka ruko dan kios di pasar-pasar desa, meningkatkan
BumDes, agrobisnis hingga pengembangan usaha online. Disisi lain,
PMI sangat membantu sekali dalam peningkatan perekonomian
keluarga ataupun negara. Remitansi atau uang yang mereka kirimkan
dapat digunakan untuk beli beras, bahan pokok lainnya, beli segala
kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan anaknya.

Selain itu, informan 8 juga mengungkapkan pendapat beliau

mengenai literasi keuangan syariah pada masyarakat, beliau
mengatakan bahwa:
”Menurut saya pelaksanaan keuangan syariah kebanyakan belum sesuai
dengan prinsip syariah. Masyarakat masih sangat awam dan masih
belum sepenuhnya menerima apalagi melalui transaksi pada lembaga
keuangan syariah.”

Namun, beliau mendukung dengan adanya peningkatan literasi
keuangan syariah pada masyarakat, hal tersebut diungkapkan beliau
bahwa:

“Supaya keuangan syariah lebih dikenal masyarakat maka perlunya
kerjasama melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk
mensosialisasikan keuangan syariah tersebut. Selain itu dari pihak
lembaga keuangan syariah sendiri juga bisa turut ambil bagian disitu.

Sehingga masyarakat akan lebih paham mengenai keuangan syariah.”

Beliau juga menyambung pendapatnya, bahwa:
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“Saya setuju apabila ada lembaga keuangan syariah yang akan
mensosialisasikan tentang keuangan syariah. Pemerintah akan

mendukung dengan sumber daya yang telah dimiliki.”



BAB IV
PEMBAHASAN
Pada BAB IV ini merupakan pembahasan yang disertai analisis dan
elaborasi antara hasil dari wawancara oleh informan dan teori tentang literasi
keuangan syariah Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung. Pentingnya literasi pada masyarakat menjadi faktor
utama dalam mencapai tujuan penelitian. Pada pembahasan ini menganalisis literasi
keuangan syariah terhadap remitansi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan kaitannya dengan Sustainable

Development Goals (SDGs) pada tujuan kesatu, keempat dan kedelapan.

4.1 Analisis Peran Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam
Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung

Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) vyang
diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019
menyatakan bahwa tingkat literasi konvensional dari 29,3 persen naik
menjadi 37,72 persen. Sedangkan tingkat literasi keuangan syariah hanya
naik tipis dari 8,1 persen menjadi 8,93 persen. Secara nasional, tingkat
literasi naik dari 29,7 persen menjadi 38,03 persen. Didalamya juga tercatat
tingkat inklusi keuangan konvensional naik drastis dari 65,6 persen pada
tahun 2016 menjadi 75,28 persen pada tahun 2019. Sementara inklusi

keuangan syariah turun dari 11,1 persen menjadi 9,1 persen.
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Secara nasional, tingkat inklusi keuangan naik dari 67,8 persen menjadi
76,19 persen.

Literasi keuangan syariah atau literasi halal sebagai kemampuan
seseorang dengan menggabungkan seperangkat pengetahuan, kesadaran dan
keterampilan untuk membedakan antara yang halal dan haram serta produk
dan layanan berdasarkan syariat Islam (Antara et al, 2016:198). Literasi
keuangan syariah menjadi faktor penting dalam kesuksesan atau kemajuan
produk dan jasa layanan lembaga keuangan syariah yang saat ini ada
termasuk di Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung mempunyai
beberapa lembaga keuangan syariah yang menangani masalah keuangan
baik lembaga perbankan syariah atau lembaga non bank syariah.

Banyak hal yang menjadi problematika kurang berkembangnya
lembaga keuangan syariah yang ada di Kabupaten Tulungagung, salah
satunya adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Merujuk
pada teori yang terdapat pada BAB Il tinjauan pustaka halaman 57-61
tentang komponen-komponen literasi keuangan syariah. Hal ini dapat
menjadi bahan acuan untuk mengukur tingkat literasi keuangan syariah
masyarakat khususnya pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kabupaten Tulungagung ini. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya
keluarga yang mencari nafkah di luar negeri demi meningkatkan
perekonomian keluarga.

Keterkaitan antara literasi keuangan syariah dengan pemanfaatan

remitansi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah bagaimana
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pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan
pribadi ataupun keluarga berdasarkan syariat-syariat Islam. Hal tersebut
dilakukan untuk mengatur keuangan agar lebih baik dan terstruktur.
Sehingga untuk memanfaatkan remitansi dari luar negeri dapat dilakukan
dari hal terkecil terlebih dahulu, seperti mengelompokkan atau membagi
dana hasil remitansi untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif.

Maka, perlunya peran dari lembaga keuangan syariah untuk
mengelola dana remitansi para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Sebagai penyedia jasa, lembaga keuangan syariah mempunyai peran untuk
memberikan pelayanan permodalan, jasa keuangan hingga konsultasi
keuangan syariah. Sehingga, apabila masyarakat telah melek keuangan
syariah maka semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk dan
jasa lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Mencapai kesejahteraan merupakan suatu hal yang diinginkan bagi
seluruh masyarakat. Hal terebut dapat dicapai dengan mengetahui
komponen keuangan yang berdasarkan syariat Islam. Komponen-komponen
literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam menjawab semua
permasalahan keuangan beberapa informan yang merupakan keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten

Tulungagung, diantaranya:
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1. Pengetahuan Keuangan (Financial Knowledge)

Motivasi individu untuk hidup lebih baik dapat belajar dari
pengalaman. Pengalaman dapat dipelajari dari pengalaman pribadi,
teman, keluarga atau orang lain yang lebih berpengalaman sehingga
dapat memperbaiki dalam proses pengelolaan, pengambilan
keputusan maupun perencanaan investasi keluarga. Pengetahuan
keuangan mampu memberikan manfaat pada perekonomian yang
baik. Sehingga seseorang yang mempunyai pengetahuan keuangan
yang baik dapat dikatakan mampu menggunakan uang sesuai apa yang
ia butuhkan bukan apa yang ia inginkan.

Pengetahuan keuangan berlaku untuk siapa saja termasuk
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung. Pengetahuan keuangan juga dapat
dilihat dari kemampuan dalam membuat keputusan keuangan
(financial skill) dengan menggunakan alat keuangan (financial tools)
seperti kartu kredit, kartu debit, produk asuransi dan lain-lain.
Pengelolaan keuangan yang cerdas harus mempunyai pengetahuan
keuangan yang tinggi dimana kegiatannya dapat berupa pencatatan
dan penganggaran, perbankan dan penggunaan kredit, simpanan dan
pinjaman, pembayaran pajak, membuat pengeluaran krusial, membeli
dan mengerti asuransi, investasi dan rencana dana pension (Irza Desy

Kurniawati, 2017: 3)
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Pengetahuan keuangan terhadap lembaga keuangan beserta
produk dan lembaga jasa keuangan sangatlah penting. Hal ini berlaku
juga pada pengetahuan tentang keuangan syariah yang ada di
Indonesia. Pengetahuan atau literasi keuangan syariah merupakan
perluasan dari literasi keuangan yang mana sesuai dengan syariat-
syariat Islam. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk
mengukur pengetahuan keuangan pada literasi keuangan syariah
seseorang adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Umum Tentang Keuangan Syariah

Sebagai keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
diharapkan mampu mengelola hasil remitansi dari keluarga
yang bekerja di luar negeri. Hal itu menjadi tugas untuk
memanfaatkan uang berdasarkan kebutuhan rumah tangga.
Keluarga yang ada di tanah air harus dapat mengelola uang
dengan penuh bertanggung jawab secara keuangan. Hal tersebut
dapat dilihat dari bagaimana seseorang secara bijak
menggunakan uang dan memberi manfaat ekonomi.

Mempunyai pengetahuan mengenai keuangan Islam
menjadi indikator penting sebelum menggunakan produk dan
jasa layanan lembaga keuangan syariah. Karena apabila tidak
mengetahui pengetahuan keuangan dengan baik maka akan
kurang merasakan manfaatnya. Selain itu, pentingnya

mengetahui tentang lembaga keuangan syariah supaya tidak
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salah ataupun awam dengan keuangan yang dimiliki dan juga
tidak terjebak oleh transaksi keuangan yang tidak jelas.

Merujuk pada hasil penelitian berupa wawancara yang
dilakukan oleh peneliti kepada informan terdapat pada BAB 111
halaman 83-98 tentang pengetahuan informan mengenai
keuangan syariah yang dimiliki. Pengetahuan keuangan syariah
pada setiap individu berbeda-beda baik pada lembaga
perbankan syariah ataupun lembaga non bank syariah. Sehingga
pengetahuan keuangan yang dimiliki menjadi indikator
terbentuknya pribadi keuangan seseorang.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga
keuangan yang berfungsi mengelola keuangkan pribadi ataupun
kelompok berdasarkan syariat Islam dengan menggunakan
akad-akad tertentu. Hanya saja masih beberapa akad yang
diketahui keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada
lembaga keuangan syariah, sehingga belum sepenuhnya
mengetahui akad-akad ataupun produk-produk yang ada pada
lembaga keuangan syariah.

Seperti halnya informan 1 dan informan 2 sudah
mengetahui lembaga keuangan syariah yang mereka miliki.
Informan 1 yang mengetahui tentang lembaga perbankan
syariah yang mana ia mempunyai salah satu produknya dan

informan 2 yang mengetahui tentang lembaga keuangan non
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bank syariah sesuai produk yang ia gunakan. Sedangkan
informan 3 hingga informan 7 yang tidak paham mengenai
lembaga keuangan syariah karena kelima informan tersebut
hanya mempunyai tabungan pada perbankan konvensional.
Adanya bank syariah atau non bank syariah khususnya
di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung juga
mempengaruhi minat dan pengetahuan nasabah, akan tetapi di
Kecamatan Ngantru sendiri tidak adanya bank syariah atau non
bank syariah. Masyarakat hanya mengetahui adanya bank
konvensional, sehingga pengetahuan akan bank syariah atau non
bank syariah masih sangat minim sekali. Maka dari itu perlunya
peran lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam
pengenalan produk dan jasa keuangan pada masyarakat.
Informasi dan pengetahuan keuangan syariah penting
dalam mengatasi masalah keuangan yang dapat diperoleh
melalui pengalaman ataupun pendidikan, seminar tentang
keuangan syariah, pelatihan, festival ekonomi syariah, pelatihan
mengenai keuangan syariah, keluarga, teman dan pekerjaan.
Pengetahuan keuangan syariah sangat mempengaruhi loyalitas
dan keyakinan nasabah dalam menggunakan layanan jasa

keuangan syariah.
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Tabungan dan Pembiayaan

Salah satu produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan
syariah adalah tabungan syariah. Simpanan yang berupa akad-
akad syariah seperti akad wadi’ah, akad mudharabah, akad
murabahah dan akad-akad lainnya serta penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang telah
disepakati. Sedangkan pinjaman dalam syariah lebih dikenal
dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam syariah harus
mengikuti segala persyaratan yang ada dan menentukan akad
sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga
keuangan syariah baik perbankan syariah ataupun non bank
syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah termasuk
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini. Seperti halnya
produk tabungan dan pembiayaan yang banyak digunakan oleh
para nasabah. Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) ada
yang menggunakan tabungan untuk transaksi karena dirasa
cukup mudah dan sesuai kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa informan 1 dan
informan 2 sudah mengetahui lembaga keuangan syariah yang
mereka miliki. Informan 1 yang mengetahui tentang tabungan
BNI syariah pada bank syariah dan informan 2 yang mempunyai

tabungan emas pada pegadaian syariah. Hanya saja kedua
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informan tidak mempunyai dan mengetahui pembiayaan pada
lembaga keuangan syariah yang mereka miliki. Sedangkan,
informan 3 hingga informan 7 hanya mengetahui tabungan
konvensional yang mereka miliki, karena mereka tidak
mempunyai tabungan atau pembiayaan pada lembaga keuangan
syariah.

Berdasarkan hasil wawancara pada BAB Il halaman 81-
94 yang mana diungkapkan oleh informan 1 bahwa hasil
remitansi yang dikirimkan keluarga dari luar negeri sebagian
disimpan pada tabungan syariah dan beberapa masih belum
mempraktikannya. Akad yang digunakan dalam tabungan
syariah adalah akad wadi’ah atau titipan. Akad wadi’ah pada
bank syariah yaitu menitipkan atau menyimpan uangnya ke
bank dan uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu oleh
nasabah.

Selain menabung, informan 1 juga mengambil uang di
bank ataupun di Automated Teller Machine (ATM).
Pengembilan uang di ATM yang mana sesuai dengan jenis bank
tidak akan dikenakan biaya administrasi. Sedangkan, apabila
mengambil uang tidak sesuai dengan bank syariah tujuan akan
dikenakan biaya administrasi. Seperti halnya di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung masih belum adanya bank

syariah, sehingga apabila ingin mengambil uang tetapi tidak
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ingin pergi jauh dapat menggunakan ATM bank lain dan kena
biaya administrasi.

Adanya biaya administrasi atau potongan per bulan
tersebut menjadi hal yang tidak menyebabkan seseorang
memutuskan untuk berhenti menggunakan tabungan syariah.
Hal ini dikarenakan apabila dibandingkan dengan tabungan
konvensional yang setiap bulan ada potongan administrasinya.
Hasil dari remitansi yang dikirim keluarga dari luar negeri juga
dapat disimpan pada tabungan syariah yang mana akan
digunakan untuk tabungan masa depan.

Selain itu, tabungan syariah pada lembaga keuangan non
bank syariah juga banyak digunakan oleh informan 2 seperti
tabungan emas pada pegadaian syariah yang dimiliki salah satu
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung. Tabungan emas dengan
minimal menabung sebesar Rp 10.000,00 ini yang nanti akan
dikonversikan ke harga emas. Sehingga dana yang disimpan
nanti akan berubah menjadi bentuk gram sesuai harga emas.
Investasi Syariah

Melakukan penyimpanan yang dilakukan saat ini
dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih banyak untuk
jangka panjang atau yang sering disebut investasi ini menjadi

keinginan setiap orang. Investasi banyak bentuknya baik pada
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sektor keuangan, properti, bisnis, pendidikan, logam mulian
seperti emas, jaringan dan lain sebagainya. Investasi syariah
yang sering dilakukan masyarakat adalah investasi pada sektor
keuangan. Investasi syariah ini berupa investasi saham syariah,
obligasi syariah, deposito syariah, reksadana syariah, pasar
modal syariah dan lain sebagainya.

Produk investasi lebih kearah peningkatan aset jangka
panjang pada seseorang, sehingga tidak bisa untuk kepentingan
mendadak atau mendesak. Investasi berbeda dengan tabungan.
Tabungan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan
kesepakatan dan persyarakatannya relatif mudah. Investasi
mempunyai pertumbuhan dan peningkatan aset yang cepat.
Selain itu, mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada
tabungan, tetapi dapat memberikan banyak uang.

Saat ini yang digunakan oleh informan 2 adalah investasi
emas. Investasi emas yang dilakukan pada pegadaian syariah ini
diharapkan dapat membawa manfaat dikemudian hari. Selain itu
kebutuhan yang mendesak juga dapat digunakan untuk bekal
dimasa tua nanti. Investasi emas yang dapat dimulai dari jumlah
kecil terlebih dahulu, selebihnya tergantung bagaimana
seseorang dalam menabungnya. Sayangnya, investasi emas
masih belum sepenuhnya rutin dilakukan oleh informan 2,

karena faktor lokasi pegadaian yang jauh dari rumah.
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Asuransi Syariah

Risiko-risiko yang dihadapi setiap pemilik keuangan
pasti selalu diantisipasi. Bahkan seseorang meramal segala
bentuk risiko yang mungkin akan terjadi. Salah satu produk
untuk mengurangi risiko tersebut adalah asuransi syariah.
Asuransi syariah sebagai alat untuk mengurangi risiko keuangan
supaya kerugian individu dapat diperkirakan sesuai dengan
prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah
berupa usaha tolong menolong (ta ‘awun) dan saling melindungi
(tafakul) antar peserta melalui pembentukan dana tabaru .

Bagi masyarakat kalangan bawah, asuransi syariah
terasa masih kurang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan dana
yang disimpan atau dimiliki berjumlah tidak besar. Sama halnya
informan yang merupakan keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang mengungkapkan tidak mempunyai asuransi syariah.
Masyarakat lebih memilih menabung untuk tunjangan masa
depan daripada menggunakan produk asuransi syariah. Karena
dengan menabung uang bisa diambil ketika butuh dan tidak
akan digunakan ketika tidak dibutuhkan atau disimpan terus di

lembaga keuangan.



112

2. Perilaku Keuangan (Financial Behaviour)

Perilaku keuangan berhubungan dengan cara seseorang
mengelola, memperlakukan dan menggunakan sumber daya keuangan
yang ia miliki. Perilaku keuangan juga berhubungan dengan
bagaimana seseorang menggunakan produk dan layanan jasa
keuangan syariah serta upaya untuk mencapai tujuan keuangan.
Berdasarkan hasil wawancara, informan 1 dan informan 2 yang telah
menggunakan produk berupa tabungan syariah. Hal tersebut bertujuan
untuk simpanan jangka pendek maupun panjang, karena untuk
dipergunakan dikemudian hari.

Remitansi dapat mempengaruhi uang beredar di daerah
darimana remitansi berasal, sehingga tingkat daya beli masyarakat
terhadap barang konsumtif semakin meningkat. Penggunaan barang
atau jasa konsumtif yang banyak harus diimbangi dengan penggunaan
barang atau jasa produktif (Haryati: 388). Adapun kebutuhan
produktif meliputi biaya pendidikan, pembelian tanah, usaha,
sumbangan dan tabungan. Sedangkan, kebutuhan konsumsif
diantaranya untuk memenuhi sandang, pangan, pembangunan atau
renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor dan elektronik
(Dibyantoro dan Alie, 2014: 319)

Biasanya ciri individu yang mempunyai perilaku keuangan
yaitu membuat anggaran, menghemat uang, mengontrol belanja,

investasi serta membayar kewajiban tepat waktu. Seperti yang
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dilakukan informan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi syarat
dan berperilaku keuangan atau belum. Untuk mengetahui hal tersebut
perlu menelaah indikator-indikator perilaku keuangan. Adapaun

indikator perilaku keuangan para informan adalah sebagai berikut:

a. Membayar Tagihan Tepat Waktu
Membayar tagihan tepat waktu merupakan salah satu
ciri seseorang yang mempunyai perilaku keuangan. Baik
tagihan tersebut dibayar sebulan sekali, tiga bulan sekali, enam
bulan sekali atau bahkan satu tahun sekali sudah menjadi
tanggungjawab setiap individu. Sama halnya keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung yang mempunyai tagihan rutin seperti listrik
ataupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan
setiap bulannya.
b. Membuat Anggaran Pengeluaran dan Belanja

Setiap keluarga pastinya membutuhkan keperluan
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk pengeluaran
ataupun belanja. Anggaran yang disisihkan untuk pengeluaran
dan belanja biasanya digunakan membeli kebutuhan sehari-hari,
misalnya untuk membeli bahan makanan sehari-hari, membeli
kebutuhan mandi dan mencuci, membeli pakaian dan jajan
ketika lebaran, dan untuk membeli beberapa keperluan

kosmetik.
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Anggaran pengeluaran dan belanja dibuat untuk
mengantisipasi dana yang berlebihan atau boros. Hal tersebut
menyebabkan  tidak terkontrolnya pengeluaran yang
menyebabkan seseorang merugi karena ingin menghabiskan
uang untuk memenuhi keinginanya. Sehingga keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung ini membuat anggaran pengeluaran dan belanja
untuk membagi hasil remitansi antara kebutuhan produktif dan
konsumtif.

Mencatat Pengeluaran dan Belanja

Mencatat keuangan pengeluaran dan belanja merupakan
hal penting dan sangat bermanfaat bagi setiap orang. Hal ini
dikarenakan, dengan mencatat pengeluaran dan belanja,
seseorang dapat mengontrol keuangan mereka dengan
membandingkan pengeluaran sebelumnya. Ketika akan
membeli suatu barang, mereka akan memilih sesuai kebutuhan
mereka.

Terkadang masih banyak orang yang menghiraukan
akan hal tersebut, dikarenakan ada beberapa faktor seperti tidak
ada waktu untuk mencatat, terlalu sulit ataupun tidak terbiasa.
Seperti halnya yang dikatakan informan bahwa kurang ada
peran dari informan dalam pencatatan pengeluaran dan belanja.

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya waktu untuk mencatat
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dan dirasa tidak praktis. Biasanya informan lebih mengingat-
ingat pengeluaran dan belanja sebelumnya.

Tidak semua orang melakukan pencatatan pengeluaran
dan belanja. Termasuk keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang
menjadi informan pada penelitian ini. Tidak adanya pencatatan
pengeluaran dan belanja dikarenakan tidak adanya waktu untuk
melakukan hal tersebut. Biasanya pencatatan dilakukan untuk
hal jualan ataupun kulaan barang yang dijual bukan pengeluaran
kebutuhan sehari-hari seperti yang dilakukan informan 1
sebagai pedagang.

Menyediakan Dana Untuk Pengeluaran Tidak Terduga

Hal tidak terduga mungkin saja terjadi pada setiap orang.
Maka dari itu, perlunya penyediaan dana yang tidak terduga
untuk mengantisipasi segala keadaan buruk yang mungkin
terjadi. Sehingga apabila terjadi sesuatu pada setiap saat, maka
tidak akan kebingungan untuk mencari dana, misalnya untuk
kebutuhan pembayaran sekolah, pembayaran rumah sakit,
perbaikan barang elektronik, kehilangan barang dan lain
sebagainya.

Dana untuk pengeluaran tidak terduga juga dilakukan
oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan

Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut dilakukan untuk
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antisipasi apabila ada keluarga yang jatuh ataupun sakit
mendadak. Karena uang adalah instrumen penting dalam
kesehatan. Dalam hal ini uang juga dapat menyelamatkan
nyawa, untuk biaya perobatan dan penebusan obat. Sehingga
menyisihkan uang untuk pengeluaran tidak terduga sangat
penting. Selain itu, dana atau uang untuk pengeluaran tidak
terduga lain adalah membeli kebutuhan sehari-hari.

Menabung Secara Periodik

Menabung secara periodik adalah salah satu indikator
yang mencerminkan seseorang berperilaku keuangan.
Menabung bisa dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap
bulan, atau sesuai dengan keinginan setiap individu. Menabung
tidak harus dengan uang yang banyak. Akan tetapi, menabung
dengan jumlah yang sedikit tetapi dengan secara periodik juga
dapat dilakukan supaya lebih terbiasa.

Menabung secara periodik keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung biasanya dilakukan dari hasil kiriman atau
remitansi dari keluarga yang ada di luar negeri selalu disisihkan
dan ditabung untuk kebutuhan dimasa yang akan datang.
Pengiriman terkadang dilakukan sebulan sekali, dua bulan
sekali hingga tiga bulan sekali. Akan tetapi pengiriman selalu

dilaksanakan secara rutin dengan jumlah uang kiriman yang
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tidak menentu. Akan tetapi, keluarga di daerah asal selalu
mengatur segala pengeluaran dengan menyisihkan sebagian
uang untuk ditabung.

Membandingkan Harga Sebelum Pembelian

Membandingkan harga satu dengan harga lain
merupakan hal yang biasa setiap orang lakukan. Hal ini
bertujuan untuk memilih barang yang akan dibeli. Terkadang
kaum hawa yang sering melakukan hal ini, meskipun berbeda
Rp 1.000,- hingga Rp 5.000,- sangat berpengaruh terhadap
tingkat pembelian. Apabila dengan produk yang sama dan harga
berbeda, pasti seseorang akan memilih dengan harga yang lebih
murah.

Hal ini juga dilakukan oleh keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung yang membandingkan produk sebelum
melakukan pembelian dilakukan untuk mengontrol arus
keuangan. Sehingga selalu memilih produk dan toko yang
mempunyai kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah.
Biasanya dalam hal ini adalah pembelian bahan sembako,
peralatan make up atau kosmetik, segala jenis perabot rumah

tangga hingga pembelian kendaraan dan alat elektronik.
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3. Keterampilan Keuangan

Keterampilan keuangan sebagai sebuah teknik untuk
membuat keputusan dalam perilaku manajemen keuangan.
Keterampilan keuangan berkaitan dengan bagaimana seseorang
mampu menghitung produk dan jasa lembaga keuangan, seperti
mengitung atau mengetahui bunga tabungan, hasil investasi, biaya
serta denda yang diberikan. Sedangkan untuk lembaga keuangan
syariah juga menghitung produk dan layanan jasa keuangan, seperti
menghitung dan mengetahui bagi hasil, hasil investasi, biaya serta
denda.

Permasalahan dalam hal keterampilan keuangan yang
dialami oleh informan 1 dan informan 2 yang menggunakan produk
dan layanan jasa keuangan syariah adalah menghitung produk dan jasa
lembaga keuangan syariah itu sendiri. Menurut survei yang telah
dilakukan peneliti, informan 1 dan informan 2 yang menggunakan
tabungan syariah atau produk lain hanya menyimpan uang saja tanpa
mengetahui bagi hasil atau hasil investasi lainnya.

4. Tingkat Keyakinan Keuangan
Tingkat keyakinan terhadap lembaga keuangan syariah juga
sangat penting bagi seseorang yang ingin bertransaksi pada lembaga
keuangan syariah. Seseorang yang telah mempunyai niat dan
menyimpan uang atau berinvestasi pada lembaga keuangan syariah

maka orang tersebut sudah meyakini lembaga keuangan syariah.
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Sehingga ketika seseorang telah mempunyai keyakinan pada lembaga
keuangan syariah maka masyarakat akan merasakan manfaatnya dari
produk dan jasa lembaga keuangan syariah.

Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merupakan
informan 1 dan informan 2 telah yakin membuka tabungan syariah
pada perbankan syariah ataupun lembaga non bank syariah
diperkenalkan salah satu produk lembaga keuangan syariah oleh
teman informan. Namun dalam transaksi sehari-hari informan 1 belum
menggunakan produk tabungan syariah pada perbankan syariah
karena beberapa alasan seperti lokasi perbankan syariah yang tidak
ada di Kecamatan Ngantru dan juga masih ada pemikiran bahwa
apakah benar akad-akad pada lembaga keuangan syariah sudah sesuai
syariat Islam atau belum.

Sedangkan informan 2 yang menggunakan produk tabungan
emas pada pegadaian syariah juga mengungkapkan hal yang sama.
Dalam praktiknya informan 2 masih belum menggunakan produk
pada lembaga keuangan non bank tersebut secara penuh. Hal tersebut
dikarenakan faktor jarak juga yang menjadi halangan, serta alasan
waktu dalam menempuh jarak tersebut.

Komponen-komponen literasi keuangan syariah yang digunakan
untuk mengetahui peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
meningkatkan literasi keuangan syariah pada pemanfaatan hasil remitansi di

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ini sangat efisien. Informasi-
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informasi yang diungkapkan para informan dapat menjawab seluruh
pertanyaan yang hingga saat ini menjadi permasalahan oleh lembaga
keuangan syariah. Seperti pada Bagan 4.3 tentang pemanfaatan dana
remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Bagan 4.3 Pemanfaatan Dana Remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pemanfaatan Dana Remitansi Oleh Keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

30%

H Kebutuhan Konsumtif ® Kebutuhan Produktif

Dana Darurat Dana Kebajikan

Sumber: Wawancara langsung dengan informan

Berdasarkan Bagan 4.3 dijelaskan bahwasannya para keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih cenderung memanfaatkan dana hasil
remitansi untuk mencukupi dan melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dana
untuk kebutuhan konsumtif disisihkan sebesar 40% dari dana remitansi,
biasanya digunakan untuk membeli sembako, membeli baju, peralatan make
up, pulsa, perabot rumah tangga, elektronik hingga merenovasi rumah.
Sedangkan, untuk kebutuhan produktif menyisihkan 30% untuk tabungan
dan distribusi barang dagangan serta biaya pendidikan. Terkadang

meskipun dana dari kebutuhan konsumtif menyisakan sedikit uang maka
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akan dialokasikan untuk dana produktif. Selain itu, 20% digunakan untuk
dana darurat seperti perbaikan elektronik ataupun kesehatan dan 10% untuk
dana kebajikan seperti zakat, infaq dan shodagoh.

Penggunaan remitansi juga mempengaruhi tingkat literasi keuangan
syariah pada seseorang. Hal ini ditinjau dari komponen-komponen literasi
keuangan syariah oleh keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada BAB Il Tinjauan
Pustaka halaman 57-61 yang mana akan dielaborasi dengan pemanfaatan
dana remitansi keluarga PMI.

Bagan 4.4 Hasil Analisis Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI)

Hasil Analisis Komponen-Komponen Literasi
Keuangan Syariah Keluarga PMI

100%
80%
60%

40%
I I ’ II
N | Y | | | NS | F——

Pengetahuan  Perilaku Keuangan  Keterampilan  Tingkat Keyakinan
Keuangan Keuangan Keuangan

X

H Informan 1 B Informan 2 ® Informan 3 & Informan 4

H Informan 5 B Informan 6 B Informan 7
Sumber: Wawancara langsung dengan informan
Keterangan:
1. Skala0-20% : tidak paham/yakin
2. Skala21% - 40% : sedikit paham/yakin

3. Skala 41% - 60% : ragu-ragu
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4.  Skala 61% - 80% : paham/yakin saja

5. Skala81% -100% :sangat paham/yakin

Berdasarkan Bagan 4.4 tentang hasil analisis literasi keuangan
syariah keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) bahwa penilaian terhadap
tingkat literasi keuangan dilihat dari komponen-komponen literasi keuangan
syariah. Setiap komponen literasi keuangan syariah seseorang mempunyai
poin-poin tersendiri, hal tersebut merupakan jawaban dari beberapa
informan yang merupakan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dimana telah diakumulasikan
dalam bentuk presentase dari setiap komponen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan keuangan
terhadap lembaga keuangan syariah masih rendah. Menurut data, informan
1 dan informan 2 masih sedikit memahami tentang keuangan syariah,
tabungan dan pembiayaan serta asuransi syariah. Sehingga pengetahuan
keuangan syariah masih dikatakan belum maksimal. Sedangkan informan 3
hingga informan 7 sama sekali tidak mengetahui tentang keuangan syariah,
tabungan dan pembiayaan serta asuransi syariah. Akan tetapi, kelima
informan hanya mengetahui tabungan konvensional saja yang mana
digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga, tingkat pengetahuan terhadap produk dan jasa keuangan
syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat dalam
menggunakan produk dan jasa perbankan syariah (Handida dan Sholeh,

2018: 84). Selain itu, pengambilan keputusan menabung juga dipengaruhi
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oleh latar belakang dan lingkungan sosial yang sangat berbeda sehingga
pengendali keputusan-keputusan keuangannya tidaklah sepenuhnya
tergantung pada literasi keuangan (Agus Yulianto, 2018:27). Seperti
banyaknya bank konvensional di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung menyebabkan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
banyak yang menggunakan produk dan jasa keuangan konvensional karena
dirasa dekat dengan rumah mereka.

Sedangkan perilaku keuangan keluarga Pekerja Migran Indonesia
(PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah baik. Hal
tersebut dapat dilihat dari kebiasaan informan yang telah mempunyai
perilaku keuangan seperti selalu membayar tagihan tepat waktu seperti
membayar listrik dan PBB, membuat anggaran pengeluaran dan belanja jadi
menyisihkan sebagian dana untuk anggaran belanja, menabung secara
periodik yang mana setiap mendapat kiriman dari luar negeri sisa dari
pengeluaran konsumtif akan ditabung.

Selain itu juga, menyediakan dana tidak terduga khususnya untuk
dana kesehatan. Informan juga membandingkan harga sebelum membeli
barang misal perbandingan harga di toko satu dengan toko lainnya atau
perbandingan di pasar dan supermarket, sehingga informan akan membeli
barang dengan kualitas sama dan harga lebih rendah. Hanya saja informan
tidak pernah mencatat pengeluaran dan belanja karena dirasa tidak
dibutuhkan, sehingga masih belum sepenuhnya bisa mengontrol keuangan

atau membandingkan pengeluaran sekarang dan sebelumnya. Akan tetapi,
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tingkat perilaku keuangan setiap informan berbeda-beda. Informan yang
mempunyai tingkat perilaku tertinggi adalah informan 1 dan informan 2.

Mengenai keterampilan keuangan seperti manfaat dan risiko, hak
dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah masih belum
dipahami oleh informan. Membedakan istilah-istilah yang ada pada
lembaga keuangan syariah pun masih awam di kalangan masyarakat
khususnya keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan hasil
wawancara tingkat keterampilan keuangan, informan 1 dan informan 2 lebih
baik dari pada informan 3 hingga informan 7.

Hal tersebut dikarenakan informan 1 dan informan 2 yang
mempunyai salah satu produk lembaga keuangan syariah yang mana
informan 1 membunya tabungan syariah pada perbankan syariah dan
informan 2 mempunyai tabungan emas pada pegadaian syariah. Sehingga,
informan 1 dan 2 hanya mengetahui beberapa produk keuangan syariah
tetapi tidak memahami pengaplikasiannya. Sedangkan informan 3 hingga
informan 7 sama sekali tidak mengetahui tentang keuangan syariah.

Terkait dengan keyakinan informan 1 dan informan 2 menggunakan
produk atau jasa lembaga keuangan syariah masih belum sepenuhnya
meyakini. Hal tersebut dikarenakan selain lokasi bank syariah jauh dan juga
dirasa bank syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya sesuai Syariat
Islam. Dengan istilah lain praktiknya tidak sesuai dengan teori. Sehingga
meskipun mereka mempunyai produk pada lembaga keuangan syariah tetapi

belum menggunakan atau mengaplikasikannya secara penuh. Sedangkan
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informan 3 hingga informan 7 sama sekali tidak meyakini keuangan syariah
karena sudah mempunyai produk pada bank konvensional.

Berdasarkan wawancara dengan tujuh informan menghasilkan
sebuah kesimpulan bahwa peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
dalam meningkatkan literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung masih
tergolong rendah atau kurang. Seperti dalam komponen-komponen literasi
keuangan syariah, peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama
dalam hal pengetahuan keuangan syariah dan keyakinan keuangan syariah
masih rendah. Sehingga dari penelitian ini, terdapat 2 informan atau 28,6%
dari informan yang mempunyai tingkat literasi keuangan syariah yang
rendah (less literate), sedangkan 5 informan atau 71,4% dari informan tidak
mempunyai tingkat literasi keuangan syariah (not literate).

Semakin baik tingkat literasi keuangan syariah keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI) maka akan semakin pula pengelolaan keuangan
keluarga mereka yang mana dapat mecukupi segala kebutuhannya (Dian
Wahyunita, 2019: 73). Dengan pengelola keuangan yang baik dapat
meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Perlunya pengontrolan keuangan yang masuk dan keluar dapat

meminimalisir pengeluaran besar yang tidak terlalu dibutuhkan.
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4.2 Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals
(SDGs) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan jumlah
tenaga kerja di Indonesia juga semakin meningkat. Ketidakseimbangan
jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja menjadikan minimnya lapangan
pekerjaan bagi para pencari kerja sehingga menimbulkan sebuah
permasalahan ekonomi. Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian. Hal
tersebut dirasa penghasilannya tidak sebanding dengan pengeluaran yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehingga sebagian dari masyarakat di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Migran
Indonesia (PMI) untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan demi
menghidupkan perekonomian pada keluarga. Remitansi sebagai hasil dari
pekerjaan yang dilakukan di luar negeri menjadi penunjang terbentuknya
perekonomian yang baik bagi keluarga ataupun negara. Pekerja Migran
Indonesia (PMI) yang sering disebut sebagai pahlawan devisa ini bekerja
keras membanting tulang serta menanggung segala risiko di luar negeri.
Maka, perlunya perlindungan dari pemerintah demi menjaga dan
memberikan keadilan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini.

Peneliti telah mengumpulkan berbagai sumber informasi dari

beberapa pihak yang turut serta dalam penelitian ini. Penelitian yang
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bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah pada keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini dapat menjadi indikator penting demi
memajukan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Pada BAB I
tentang hasil penelitian halaman 83-98 bahwa keluarga yang bekerja di luar
negeri menjadi kunci naik atau menurunnya ekonomi keluarga. Hasil
pengiriman uang dikirimkan rutin menjadi pegangan hidup keluarga yang
ada di tanah air.

Keadaan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu contoh
betapa sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Keberhasilan
beberapa tokoh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menjadi
motivasi tersendiri bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan.
Akan tetapi, bekerja di luar negeri harus mempertimbangkan dampak positif
dan negatif pada keluarga yang ditinggalkan dan juga pada pribadi Pekerja
Migran Indonesia (PMI) itu sendiri.

Pengorbanan sanak keluarga bekerja di luar negeri yang selanjutnya
akan mengirimkan uang sebagai bukti hasil dari pekerjaan yang mereka
lakukan. Remitansi harus benar-benar dikelola dengan baik oleh keluarga di
Indonesia, karena apabila keluarga tidak bisa mengelola dengan baik maka
akan merugikan dan dapat berakibat lebih buruk dari sebelumnya. Sehingga
perlunya lembaga keuangan yang membantu memberikan motivasi untuk

mengelola keuangan dengan baik.
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Keberadaan lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam
membantu pengelolaan hasil remitansi yang dilakukan oleh keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada kehidupan sehari-hari berupa
menawarkan produk syariah atau sejenisnya. Penggunaan salah satu produk
dari lembaga keuangan syariah merupakan keikutsertaan keluarga Pekerja
Migran Indonesia (PMI) dalam memajukan ekonomi syariah yang ada di
Indonesia. Selain menggunakan produk dan jasa layanan keuangan syariah,
masyarakat juga dapat mengonsultasikan beberapa permasalahan yang
mungkin dialami dalam perekonomian keluarga.

Konsep literasi keuangan syariah pada penggunaan remitansi
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam
melaksanakannya. Hal tersebut dapat mewujudkan program pemerintah
berupa Sustainable Development Goals (SDGs) di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung yang mempunyai banyak masyarakat yang bekerja
sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Maka dari itu, berdasarkan data di
lapangan, tingkat literasi keuangan syariah dalam mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) terdapat tiga tujuan diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Menghapus Kemiskinan (SDGs poin kesatu)
Menurut Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016: 163),
mengakhiri kemiskinan merupakan salah satu dari tiga tujuan mulia

(mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim) di tahun 2030
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dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Menghapus
kemiskinan adalah impian dari seluruh negara berkembang yang ada
di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia yang merupakan
negara agraris yang masih tergantung pada hasil alam dan lautnya.
Tidak semua masyarakat mempunyai lahan untuk investasi jangka
panjang, baik lahan persawahan ataupun lahan untuk usaha lain
seperti berdagang atau membuka sebuah kos atau kontrakan.
Masyarakat miskin dan rentan sulit untuk mengakses sumber ekonomi
seperti halnya hak layanan dasar.

Konsep kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai masalah
ekonomi keuangan, namun juga mecakup segala aspek sosial.
Kemiskinan didefinisikan tidak hanya sebagai ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan dasar, namun juga ketidakmampuan mengakses
layanan dasar hidupnya secara memadai. Seperti halnya di Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung, untuk mengurangi kemiskinan
maka diperlukan pelayanan yang intens dari pemerintah Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi keberangkatan para
Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah upah yang dibayarkan dari
bekerja di daerah asal masih tergolong sangat rendah. Dengan UMK
Kabupaten Tulungagung sebesar Rpl1.958.844,16. Sedangkan

penghasilan yang didapat dengan bekerja sebagai PMI yaitu bekisar
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Rp2.500.000,00 hingga Rp3.500.000,00 bagi pekerja formal atau
informal seperti Malaysia. Selain itu juga dibanding dengan bekerja
sebagai petani atau buruh tani yang setiap bulannya mendapat
penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,00-1.500.000,00 apabila
bekerja penuh selama satu bulan.

Sehingga hal tersebut menjadi sebuah dorongan bagi
masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk
memilih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari
penghasilan yang didapatkan diharapkan dapat memenuhi seluruh
kebutuhan baik untuk biaya kehidupan sehari-hari, biaya sekolah,
dana untuk membuka usaha kerja di daerah asal, membeli tranportasi
ataupun elektronik serta untuk berinvestasi. Jadi, dengan menjadi
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat menghapus kemiskinan dan
mengangkat derajat keluarga.

Berdasarkan komponen-komponen literasi keuangan syariah,
salah satunya adalah seseorang harus mempunyai perilaku keuangan
dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mempunyai perilaku
keuangan yang baik maka akan mampu memanfaatkan hasil remitansi
dengan baik pula. Seperti halnya dalam memanfaatkan hasil remitansi
untuk kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif hingga kebutuhan
untuk dana kebajikan. Karena bagaimanapun pula sebagai seorang
muslim harus menunaikan kewajiban zakat serta berbagi dengan

sesama.
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Disisi lain, dengan meningkatkan pengetahuan keuangan juga
dapat membantu dalam perekonomian keluarga. Lembaga keuangan
syariah selalu ada dalam membantu masyarakat dalam mengatur
keuangan mereka. Sehingga ketika keluarga PMI memberikan
kepercayaan pada lembaga keuangan syariah dalam mengelola
keuangan mereka, dapat juga mendorong lembaga keuangan syariah
yang ada di Indonesia ini. Pengelolaan keuangan keluarga yang baik
dapat mendorong menurunnya tingkat kemiskinan keluarga.

Jadi, dengan adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI),
pemerintah secara tidak langsung di bantu dalam mengurangi tingkat
kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat berpengaruh besar
dalam perubahan kehidupan keluarga dan negara. Tingkat
pengangguran yang semakin berkurang menyebabkan perubahan pola
perekonomian di tanah air, sehingga masyarakat menjadi semakin
sejahtera.

Pendidikan Berkualitas (SDGs poin keempat)

Sebagaimana pada BAB IIl Gambaran Umum Kecamatan
Ngantru Kabupaten Tulungagung halaman 77 terdapat tujuh sekolah
mulai dari TK, RA, SD, MI, SMP, MTS hingga SMA/MA dengan
jumlah siswa dan siswi kurang lebih 7.786 jiwa. Para penerus bangsa
tersebut yang akan meneruskan perjuangan orang tua mereka kelak,

sehingga perlu mendapatkan pendidikan berkualitas untuk
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meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Baik laki-laki ataupun
perempuan, baik kaya ataupun miskin berhak mendapatkan
pendidikan yang sama.

Mempunyai pendidikan berkualitas, dapat memberikan
dampak positif yang mana mereka akan mempunyai passion keahlian
untuk siap kerja. Orang yang berilmu akan mudah mendapatkan
pekerjaan bahkan berinovasi untuk membuka lapangan pekerjaan.
Setiap anak atau keluarga yang bersekolah diharapkan dapat
membantu dan menunjang perekonomian yang lebih maju kelak di
masa depan.

Literasi keuangan syariah keluarga PMI dapat membantu
mewujudkan program pemerintah berupa SDGs ini pada poin
keempat yaitu pendidikan berkualitas. Hal tersebut dimaksudkan
bahwa semakin baik tingkat literasi keuangan syariah masyarakat
maka pemikiran akan masa depan semakin baik pula. Mempunyai
literasi keuangan syariah yang baik maka akan mampu mengelola
keuangan keluarga, dan apabila mereka mampu mengelola keuangan
dengan baik maka mereka mampu menyekolahkan anak atau
keluarganya hingga perguruan tinggi.

Sehingga bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung alokasi remitansi juga
diperuntukkan untuk dana pendidikan. Biaya sekolah yang bisa

dikatakan tidak murah ini mejadi salah satu faktor yang menyebabkan
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seseorang lebih memilih untuk bekerja di luar negeri. Karena dengan
bekerja di luar negeri diharapkan dapat membantu menyekolahkan
sanak keluarga hingga sampai perguruan tinggi.

Saat ini para keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) mampu
menyekolahkan anak dan adik mereka hingga perguruan tinggi atau
dapat menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang ada di
Kabupaten Tulungagung. Di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung sendiri masih banyak siswa-siswi yang berhenti sekolah
setelah SMA atau SMK. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan faktor
biaya yang begitu mahal untuk melanjutkan ke jenjang perguruan
tinggi.

Disisi lain melalui pendidikan, pelajar akan mendapatkan
banyak ilmu termasuk tentang ekonomi syariah. Pada BAB llI
halaman 79 jumlah penduduk muslim di Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung berjumlah 55.139 jiwa, sehingga lebih
mendominasi daripada empat agama lainnya. Sebagai masyarakat
muslim perlu mengetahui ekonomi Islam atau ekonomi syariah
dengan baik yang mana akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satunya adalah menabung. Menabung dapat diajarkan
kepada anak yang masih menduduki sekolah dasar hingga perguruan
tinggi. Pengenalan ekonomi syariah sejak kecil dapat menanamkan
mindset pada anak untuk lebih berhati-hati dan terampil dalam

mengelola keuangan. Menginjak dewasa, pengenalan mengenai
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lembaga keuangan syariah juga dapat diajarkan pada bangku sekolah.
Hal tersebut dapat mendorong majunya lembaga keuangan syariah di
Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa literasi keuangan syariah
dan poin keempat pada SDGs ini saling berkesinambungan.
Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDGs poin
kedelapan)

Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan
pekerjaan yang layak, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang
Dasar 1945 alinea keempat. Nyatanya masih banyak masyarakat yang
kesulitan mendapat pekerjaan dikarenakan kurangnya keterampilan
dan keahlian yang dimiliki, sehingga sebagian dari mereka kerja
serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila di tanah air
sendiri penghasilan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka
masyarakat memilih jalur pintas untuk bekerja ke luar negeri.

Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) diharapkan
dapat memajukan perekonomian keluarga, yang mana sebelumnya
mengalami keterpurukan ekonomi. Di sinilah peran pemerintah untuk
meningkatkan perekonomian yang ada dilingkungan sekitar mereka.
Seperti halnya mendorong dan membina usaha produktif masyarakat
baik dalam hal permodalan, manajemen maupun pemasaran hasil
produk. Sehingga pemerintah dapat membantu dan mengawasi

masyarakat yang mempunyai usaha.
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Pemerintah  Kabupaten = Tulungagung  sendiri  telah
melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi para keluarga
atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang ingin
mengembangkan jiwa entrepreneur. Hal ini dapat membuat Pekerja
Migran Indonesia (PMI) purna berpikir ulang akan kembali ke luar
negeri atau membuka peluang kerja di Indonesia. Sehingga, program
ini dapat mendorong perekonomian yang lebih inklusif.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga mempunyai peran
penting untuk membantu pengelolaan dana keluarga. Dengan
mayoritas penduduk beragama Islam, maka perlunya peningkatan
literasi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah
dapat mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat berupa pengenalan lembaga keuangan
syariah. Hanya saja selama ini belum ada lembaga keuangan syariah
yang mempromosikan produk dan layanan jasa keuangan syariah pada
masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Disisi lain peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat
penting dalam perekonomian dan pembangunan negara. Di
Kabupaten Tulungagung sendiri dengan adanya PMI ke luar negeri
yang menghasilkan remitan kurang lebih menghasilkan 2 triliun setiap
tahunnya. Bahkan apabila terjadi jumlah peningkatan PMI di
Kabupaten Tulungagung, akan lebih banyak lagi devisa negara yang

dikantongi.
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Sehingga ketiga tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

digunakan dalam penelitian ini diantaranya karena sesuai dengan keadaan

Pekerja Migran Indonesia (PMI dan keluarga PMI di Kecamatan Ngantru

Kabupaten Tulungagung serta hal-hal yang melatarbelakangi minat

seseorang menjadi Pekerja Migran Indonesia. Seperti pada Tabel 4.13

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Dampak keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam

mewujudkan SDGs

Tujuan SDGs

Penjelasan

1. | Mengapus Kemiskinan (SDGs
tujuan kesatu)

Mempunyai literasi keuangan syariah
yang baik dapat membantu dalam
meningkatkan perekonomian keluarga.
Sebagai Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dapat menghapus kemiskinan,
hal  tersebut dikarenakan  PMI
mendapatkan pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang
kemudian dikirimkan ke tanah air.
Remitansi yang diterima ditanah air
akan dialokasikan ke beberapa
kebutuhan sesuai bagan 4.3 halaman
118.

2. | Pendidikan Berkualitas (SDGs
tujuan keempat)

Sebagian hasil remitansi dari keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di
Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung dialokasikan untuk biaya
pendidikan, supaya keluarga yang ada
di tanah air mendapatkan pendidikan
yang berkualitas hingga perguruan
tinggi untuk mendapatkan pekerjaan
yang baik dimasa depan. Selain itu,
pengenalan lembaga keuangan syariah
juga  bisa  dikenalkan  melalui
pendidikan sekolah.

3. | Pekerjaan yang Layak dan
Pertumbuhan Ekonomi (SDGs
tujuan delapan)

Mendapatkan pekerjaan yang layak
adalah keinginan setiap orang. Pekerja
Migran Indonesia (PMI) juga berharap
di luar negeri mendapat pekerjaan yang
layak, sehingga dapat menghasilkan
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penghasilan yang layak pula. Keluarga
Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga
harus mempunyai literasi keuangan
syariah yang baik untuk dapat
mengelola keuangan dan mengetahui
lembaga  keuangan  syariah  di
Indonesia. Dan juga Kabupaten
Tulungagung mendapatkan pemasukan
devisa sebesar 2 triliun lebih setiap
tahunnya.

Sumber: Wawancara langsung oleh informan

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, dampak dari adanya Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap
Sustainable Development Goals (SDGs) diantaranya adalah menghapus
kemiskinan yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
Keluarga yang semula belum bisa mencukupi kebutuhan perekonomian,
setelah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi mendongkrak
perekonomian keluarga kearah yang lebih baik. Keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dapat mengelola remitansi dengan baik adalah
tanggungjawabnya di tanah air.

Hasil analisis literasi keuangan syariah keluarga Pekerja Migran
Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
mempunyai tingkat literasi keuangan syariah yang rendah atau less literate
sebesar 28,6% dan 71,4% tidak mempunyai tingkat literasi keuangan
syariah. Hal tersebut juga berpengaruh pada peningkatan perekonomian
keluarga dalam pengelolaan hasil remitansi. Informan dengan tingkat
literasi keuangan syariah rendah adalah informan 1 dan 2 yang belum
maksimal dalam mengelola keuangan dalam penggunaan produk dan jasa

keuangan syariah yang dimilikinya.
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Apabila informan 1 dan 2 telah meyakini dan lebih mendalami
keuangan syariah, mereka akan mendapatkan manfaat dan hasil dari
penggunaan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang mana dapat
mengelola remitansi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan informan 3
hingga informan 7 yang tidak mempunyai tingkat literasi keuangan syariah
tidak akan mendapatkan manfaat serta ilmu pengetahuan tentang lembaga
keuangan syariah kecuali ada pihak yang bersedia memberikan edukasi.

Selain itu, penggunaan produk atau layanan jasa keuangan syariah
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih maju.
Data pada Bank Indonesia menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah
masyarakat masih rendah daripada tingkat literasi keuangan konvensional.
Disisi lain, inklusi keuangan syariah masih sangat jauh di bawah daripada
keuangan konvensional. Padahal masyarakat Indonesia mayoritas beragama
Islam yang seharusnya lebih mengenal perbankan syariah dalam transaksi
kesehariannya.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berdampak pada pendidikan
bagi keluarga yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
Mereka bisa menyekolahkan anak atau sanak keluarganya pada sekolah
yang unggul hingga perguruan tinggi. Informan yang merupakan keluarga
PMI ini, dapat menyekolahkan anak atau sanak keluarga hingga perguruan
tinggi. Rata-rata perguruan tinggi berada di luar Kabupaten Tulungagung,

sehingga informan juga mampu membiayai biaya kos dan kehidupan sehari-
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hari di kota lain dari hasil remitansi. Bagi negara, anak yang mempunyai
pendidikan yang berkualitas dapat mencerdaskan bangsa dan dapat
memajukan Indonesia dalam bidang apapun baik pendidikan itu sendiri,
perekonomian, pembangunan, teknologi dan lain sebagainya.

Sesuai pada SDGs tujuan kedelapan bahwasannya Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan
mendapatkan pekerjaan yang layak di luar negeri. Dengan mendapatkan
pekerjaan yang layak akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk
keluarga di daerah asal dan juga untuk pembangunan di negara. Sumbangsih
devisa dari remitansi dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian
dalam transaksi ekspor impor perdagangan atau membayar hutang negara.

Kabupaten Tulungagung sendiri merasa sangat terbantu dengan
adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Peran PMI pada Kabupaten
Tulungagung mendorong pembangunan dan perekonomian yang ada di
daerah. Proses distribusi perdagangan dan mudahnya pembangunan yang
ada di Kabupaten Tulungagung berasal dari devisa para Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Maka dari itu, perlunya peran pemerintah dalam
melindungi PMI yang ada di luar negeri, membantu proses pemberangkatan,
saat di luar negeri dan kepulangan. Sehingga PMI akan merasa aman dalam

menjalankan pekerjaannya di luar negeri.



BAB V

PENUTUP

Penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah
Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam Mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs) Di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung” ini
menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti.
Selain itu, terdapat beberapa saran yang ditujukan untuk Pekerja Migran Indonesia
(PMI), keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI), peneliti sendiri dan bagi
masyarakat umum supaya lebih meningkatkan literasi keuangan syariah dalam
pembangunan perekonomian Negara Republik Indonesia.

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara informan yang telah
dilakuan oleh peneliti, dan juga berdasarkan elaborasi analisis data dan
tinjauan pustaka pada penelitian skripsi ini, peneliti dapat menyimpulkan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam
meningkatkan literasi keuangan syariah terhadap penggunaan
remitansi di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat
dilihat dari komponen-komponen literasi keuangan syariah. Hasil
dari komponen-komponen literasi keuangan syariah yang mana
28,6% dari informan masih tergolong rendah atau less literate,
sedangkan 71,4% dari informan tidak mempunyai literasi

keuangan syariah atau not literate. Informan dengan tidak
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mempunyai literasi keuangan syariah rendah mempunyai
pengetahuan tentang produk dan layanan jasa lembaga keuangan
syariah saja. Informan belum mempunyai keterampilan keuangan
dalam menghitung bagi hasil, fitur, manfaat dan risiko serta hak
dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah serta
masih belum memiliki keyakinan keuangan secara utuh karena
masih ada keraguan dan banyak pertimbangan. Disisi lain informan
sudah mempunyai perilaku keuangan yang cukup baik berdasarkan
hasil analisis data. Sedangkan hasil dari not literate informan sama
sekali tidak mengetahui keuangan syariah baik pengetahuan
keuangan, keterampilan keuangan hingga tidak mempunyai tingkat
keyakinan keuangan.

Program Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi
tujuan pada sidang PBB dalam memanjukan negara berkembang
juga berlaku di Indonesia khususnya Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung. Alokasi penggunaan remitansi oleh
keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan
literasi keuangan syariah juga mendorong terwujudnya Sustainable
Development Goals (SDGs). Peran pemerintah, Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)
seperti halnya menghapus kemiskinan dengan memperoleh
pekerjaan dan penghasilan yang dapat menurunkan tingkat

kemiskinan; meningkatkan pendidikan yang berkualitas hingga
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perguruan tinggi dengan hasil remitansi; dan juga dapat
meningkatkan perekonomian keluarga dan negara melalui Pekerja
Migran Indonesia (PMI) yang meningkatkan pembangunan dan
perekonomian negara melalui devisa Pekerja Migran Indonesia

(PMI).

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran
adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) diupayakan untuk
dapat mengelola keuangan remitansi dengan baik. Pembagian atau
pengalokasian remitansi yang baik dapat membantu mengatasi
permasalahan perekonomian yang ada pada keluarga berdasarkan
syariat Islam. Peran lembaga keuangan syariah juga dapat membantu
mengelola keuangan tersebut dengan produk dan layanan jasa
keuangan syariah yang telah ditawarkan. Dengan menggunakan
salah satu produk atau layanan jasa keuangan syariah dapat
mendorong tingkat literasi keuangan syariah dan lembaga keuangan
syariah di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, peran Pekerja
Migran Indonesia (PMI) dapat membantu mewujudkan program
pemerintah berupa Sustainable Development Goals (SDGSs)

khususnya di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Hasil
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remitansi diharapkan dapat untuk membuka peluang usaha untuk
meningkatkan perekonomian keluarga.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih
dalam dengan didukung data-data terbaru dan pembahasan yang
lebih luas. Selain itu, dapat menambah teori yang lebih baru dalam
mengalisa tingkat literasi keuangan syariah pada seseorang.

Bagi masyarakat di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung
diharapkan dapat lebih meningkatkan literasi keuangan syariah. Hal
tersebut dapat menjadi acuan dalam mengelola keuangan yang lebih
baik sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat diharapkan ikut serta
dalam mendorong kemajuan lembaga keuangan syariah di

Indonesia.
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